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ABSTRAK 

IMPLEMENT ASI KEBIJAKAN PENCJ'\JlANGk~.AREAb HUT AN 
TANAMAN RAKYAT (HTR) DI KABUPATEN BULUNGAN 

Jalaludin 
Universitas Terbuka 

Jalaludin _ 2009@yahoo.co.id 

Pencadangan areal HTR di Kabupaten Bulungan yang telah dikeluarkan dari 
tahun 2010 hingga saat ini masih dalam bentuk IUPHHK-HTR yang hanya 
mencapai keluasan 92,75 hektar atau 4,4% dari 2.090 hektar yang dicadangkan. 
Untuk dapat mewujudkan pengelolaan Hutan Tanaman Rakyat secara lestari, 
setidaknya dibutuhkan dua faktor utama, yaitu kelembagaan yang kuat dan 
pengelolaan yang berlandaskan asas kelestarian hutan. Kondisi di lapangan justru 
menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut masih menjadi hambatan bagi 
pembangunan HTR. Adapun tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah: (1) 
menganalisis implementasi kebijakan pencadangan areal Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR) di Kabupaten Bulungan sebagai upaya pemberdayaan masyarakat di 
sekitar hutan, (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan 
menghambat pelaksanaan pembangunan HTR di Kabupaten Bulungan, dan (3) 
memahami usaha-usaha untuk menanggulangi faktor-faktor penghambat tersebut 
oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 
di Kabupaten Bulungan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Fokus 
dalam penelitian ini terkait dengan implementasi kebijakan pencadangan areal 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Bulungan. Analisis terhadap 
implementasi kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan teori yang dikemukakan 
oleh George C. Edward III, yaitu model Direct and Indirect Impact on 
Implementation dari George C. Edward III. Pengumpulan data dalam penelitian 
ini dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Teknik analisis data 
dilakukan dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. 
Implementasi kebijakan pengebangan HTR di Kabupaten Bulungan pada dasarnya 
sudah dilaksanakan. Kabupaten Bulungan bahkan menjadi satu-satnya dari 14 
kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang telah 
memiliki areal pencadangan HTR. Namun demikian, dalam proses 
pelaksanaannya, implementasi kebijakan terkait pengembangan HTR mengalami 
kandala. Kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengembangan 
HTR terkait dengan fungsi kawasan, dimana masih banyak areal pencadangan 
HTR yang termasuk dalam kawasan hutan produksi terbatas. Faktor yang menjadi 
pendukung dalam implementasi pengembangan HTR adalah komunikasi dan 
disposisi, sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan HTR 
adalah sumber daya dan struktur birokrasi. 

Kata Kunci: implementasi kebijakan, pengembangan HTR, hutan tanaman rakyat 
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ABSTRACT 

IMPLEMENT A TI ON POLICY OF THE RESERVATION OF 
COMMUNITY PLANT FOREST AREA (HTR) IN THE DISTRICT OF 

BULUNGAN 

Jalaludin 
Universitas Terbuka 

Jalaludin _2009@yahoo.co.id 

Reservation area of HTR Bulungan district who have been excluded from 
the year 2010 until now is still in the form IUPHHK - HTR, which only reached 
the breadth of 92.75 hectares or 4.4 % of the 2,090 hectares are reserved. In order 
to realize the management of people's plantation forests in a sustainable manner, it 
takes at least two main factors , namely a strong institutional and management 
based on the principle of sustainability. Conditions on the ground would indicate 
that both factors are still an obstacle to the development of HTR. The purpose of 
the implementation of this research are: (1) analyze the implementation of 
Ministerial Decree No. SK.398 I Menhut-11 I 2013 on Reservation of Community 
Plantation of Forest Area (HTR) Bulungan district as an effort to empower 
communities around the forest, (2) identify the factors that support and hinder the 
implementation of HTR development in Bulungan district, and (3) to understand 
the efforts to overcome the inhibiting factors such by the government in the 
implementation of the development of Community Plantation Forest (HTR) in 
Bulungan District. This study is a qualitative research. The focus of this research 
related to the implementation policy of the Reservation of Community Plantation 
of Forest Area (HTR) Bulungan district in the implementation process of 
development of Community Plantation Forest (HTR). Analysis of the 
implementation of the policy is based on the theory proposed by George C. 
Edward III, which is a model of Direct and Indirect Impact on Implementation of 
George C. Edward III. Collecting data in this study was conducted through 
interviews and document analysis. The data analysis technique used is a step of 
data reduction, data presentation, and data verification. HTR development policy 
implementation in Bulungan district is basically already done. Bulungan district is 
the only one District of the 14 districts in East Kalimantan and North Kalimantan 
which already has a reservation areal for HTR. However, in the process of 
implementation, the implementation of policies related to the development of 
HTR experienced obstacles. Obstacles encountered in the implementation of 
policies related to the HTR development function of the area, where there are still 
many areas which are included in the reservation for HTR included in limited 
production forest area. Factor supporting the implementation of HTR 
development is communication and disposition, while the inhibiting factor in the 
development of HTR is a resource and bureaucratic structures. 

Key words: policy implementation, HTR development, community plantations 
forest 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

1. Letak Geografis 

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu dari 5 Kota/Kabupaten 

yang termasuk dalam Propinsi Kalimantan Utara. Ibu Kota Kabupaten 

Bulungan terletak di Tanjung Selor. Secara astronimis, Kabupaten Bulungan 

terletak di antara 116°04 '41 " - 117°57'56" Bujur Timur dan 2°09'19" -

3°34'49" Lintang Utara. Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Bulungan 

secara administratif adalah sebagai berikut. 

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Nunukan dan Kabupaten 

Tana Tidung 

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Kota Tarakan 

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Berau 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Malinau 

Ibu kota Kabupaten Bulungan terletak di Tanjung Selor. Tanjung 

Selor sebagai ibukota Kabupaten sendiri adalah sebuah kota pedalaman 

yang tenang dan nyaman. Hanya 20 ribu penduduk tinggal di kota tersebut. 

Sebagian besar berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pedagang. Luas 

Wilayah kabupeten Bulungan adalah sebesar 13 .181,92 km2 yang terdiri 

dari 10 Kecamatan, 81 Desa dan 6 Kelurahan. Tiga Kecamatan terluas di 

kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut. 
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a. Kecamatan Peso: 3.142,79 Km2 atau 23,84% dari luas kabupaten 

b. Kecamatan Sekatak: 1.993,98 Km2 atau 15,13% dari luas kabupaten 

c. Kecamatan Tanjung Palas : 1.755,54 Km2 atau 13,32% dari luas 

kabupaten 

Untuk lebih jelasnya mengenai letak geografis Kabupaten Bulungan 

dapat dilihat pada gambar berikut. 

lbuptltn --

=-.. 
Peta 

\Mlayah Admlrl- lll 
Kabupat.n 
Bulungan 

-~ 

""""" ·PllaV•N:orB.lp~a ..._. ... ........., 
- GPS 

Gambar 4.1. Wilayah Administratif Kabupaten Bulungan 

2. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan 

Adapun visi pembangunan Kabupaten Bulungan adalah sebagai 

berikut. 

"Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai wilayah 
pembangunan agroindustri utama yang berwawasan lingkungan, 
menuju masyarakat yang semakin berkualitas, adil, dan sejahtera". 

Misi pembangunan Kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut. 

a. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, dan berwibawa. 
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b. Mewujudkan ketertiban dan rasa aman masyarakat serta memelihara 

sistem demokrasi yang kondusif. 

c. Mewujudkan percepatan pembangunan wilayah terpencil dan tertinggal. 

d. Mewujudkan struktur ekonomi pro rakyat dengan konsep pembangunan 

berkelanjutan. 

e. Mewujudkan pemenuhan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

f.Mewujudkan masyarakat yang berkualitas. 

g. Mewujudkan peningkatan kualitas pada perlindungan sosial dan 

pengentasan kemiskinan. 

Untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan 

Kabupaten Bulungan tersebut kemudian ditempuh strategi pembangunan 

dengan pendekatan sektoral, pendekatan spasial, dan pendekatan manusia. 

3. Demografis 

a. Penduduk 

Jumlah penduduk dan kepadatan penduduk pada suatu wilayah 

dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk mengetahui kecenderungan 

penyebaran penduduk. Jumlah penduduk yang besar cenderung 

mengelompok pada tempat-tempat tertentu sehingga menyebabkan pola 

penyebaran bervariasi. Kepadatan penduduk yang tinggi pada umumnya 

dapat dijumpai pada daerah-daerah yang mempunyai aktivitas tinggi, 

adanya sarana transportasi yang memadai, dan keadaan sosial ekonomi 

yang lebih baik. sebaliknya, kepadatan penduduk yang rendah pada 
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umumnya terdapat pada daerah-daerah dengan aktivitas ekonomi yang 

relatif rendah dan keadaan sarana transportasi sulit. 

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan basil registrasi 

penduduk tercatat sebanyak 117.019 jiwa. Pola penyebaran penduduk 

Kabupaten Bulungan per kecamatan berdasarkan luas wilayah 

kepadatannya adalah berkisar antara 1,43 jiwa/km2 (Kecamatan Peso) 

sampai 54,34 jiwa/km2 (Kecamatan Bunyu). Kepadatan peduduk 

kabupaten Bulungan adalah 8,88 jiwa/km2
• Kecamatan yang kepadatan 

penduduknya di bawah rata-rata adalah Kecamatan Peso, Peso Hilir, 

tanjung Palas, Tajung Palas Barat, dan Sekatak. 

Apabila ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin 

dapat diketahui bahwa penduduk laki-laki masih lebih benyak 

dibandingkan perempuan. Hal ini dapat diketahui dari rasio jenis 

kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Bulungan adalah 

100: 115,04. Hal ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan 

berbanding sekitar 115 laki-laki. Untuk lebih jelasnya mengenai 

proporsio kependudukan di Kabupaten Bulungan dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.1. 

Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan 
0r·-~· r , .. ,.,, ....... r ,~ - :>, 

'J..--... - "~--..--··:- ._,,_-_ ·rt IB.i~~r.,?~-~· . """;";1~· rl!t.t."fJ"'r7:r·~ --·-· "r··:-,?"- .,.'!?:-:-· !. v_ .. -,~·~1 ~· .,. -· . l:.IJ-1 J ( ' .,ct· .. ' " . t :!t11i; . ~,.~' ,._ ... 

' f~'l{•[F!!..lH~· j[\fi:i~ft· ~r i~;~·;~~:~~]d:~~Ji'r-r ~~~~¥5 1: 1~~1~~1!b_ j~,~~ ~;1:m_~=;-:j 
1 lt1'4t i" -_ ' -- - - " • U,.;!_~J'. 'l i~J [ -'· . . ... 

Peso 2460 2034 4494 1021 1.43 4.4 
Peso Hilir 1950 1669 3619 796 2.21 4.55 
Tg. Palas 7611 6964 14575 3264 8.3 4.47 
Tg. Palas Barat 3266 2791 , . 6057 1342 5.69 4.51 
Tg. Palas Utara 5066 4234 9300 2355 11.53 3.95 
Tg. Palas Timur 4924 4016 8940 2100 13.26 4.28 
Tg. Selor 21820 19144 40964 9336 32.06 4.39 
Tg. Palas Tengah 4163 3655 7818 1879 12.51 4.16 
Sekatak 5075 4562 9637 2178 4.83 4.42 
Bunyu 6268 5302 11570 2799 58.34 4.13 

Sumber: Bulungan Dalam Angka (2014) 

Tabel di atas menunjukkan sebaran penduduk pada masing-masing 

kecamatan di Kabupaten Bulungan. Kabupaten Bulungan termasuk 

wilayah majemuk dengan keberagaman penduduk. Hal ini termasuk 

dalam hal keyakinan beragama. Berdasarkan agama yang dianut, secara 

keseluruhan penduduk Kabupaten Bulungan beragama Islam sebesar 

101.752 orang atau 71,73% dari jumlah penduduk. Disamping itu, untuk 

wilayah tertentu juga didominasi oleh pendudik Bergama tertentu seperti 

penduduk beragama Kristen dan Katolik yang mendominasi Kecamatan 

Peso dan Peso Hilir. 

b. Ketenagakerjaan 

Tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi sangat 

mempengaruhi perumbuhan angkatan kerja. Semakin bertambah 

penduduk usia kerja, akan berpangaruh pada pertambangan jumlah 

angkatan kerja sebagai pekerja mapun pencari kerja. peningkatan tersebut 
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apabila tidak diimbangi dengan pasar kerja yang besar akan 

menimbulkan dampak kerawanan sosial dan banyaknya pengangguran. 

Tenaga kerja merupakan modal bagi bergeraknya roda 

pembangunan. jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami 

perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Bagian dari 

tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut dengan angkatan 

kerja. berdasarkan basil Sakemas tahun 2011 , jumlah angkatan kerja di 

Kabupaten Bulungan adalah sebanyak 54.606 jiwa, dengan rincian 

jumlah penduduk yang bekerja sebanyak 49.667 jiwa dan jumlah 

penduduk yang masih mencari pekerjaan sebanyak 4.939 jiwa, 

sedangkan jumlah penduduk bukan angkatan kerja adalah sebanyak 

24.368 jiwa. Rincian jumlah penduduk tersebut dapat dilihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.2. 

Rincian Penduduk kabupaten Bulungan 

I ,.~,"!"lfl'I> ' . :l~ . ' ·' :"'; · .. · Jenis Kelaniin .. -"~ ' :, ", .. . "- . . .. 
Juiiilali ;.~enen!ase· " '. :15e~~t.an Utama . . I Laki-.'faki Perempuaii ' 

Angkatan kerja: 
./ Bekerja 35.379 14.288 49.667 62,89 
./ Mencari pekerjaan 3.904 1.035 4.939 6,25 
Bukan angkatan kerja: 
./ Sekolah 1.558 3. 165 4.723 5,99 
./ IRT 281 16.230 16.511 20,91 
./ Lainnya 2.179 955 3.134 3,98 

Jumlah 43.301 35.673 78.974 100 
Sumber: Bulungan Dalam Angka (2014) 

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TP AK) merupakan ukuran 

yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga 
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kerja. TPAK kabupaten Bulungan tahun 2011 adalah sebesar 69,14%. 

Menurut jenis kelamin, TP AK laki-laki lebih besar dibandingkan TP AK 

perempuan. TPAK laki-laki adalah sebesar 90,72% dan TPAK 

perempuan sebesar 42,95%. 

4. Sosial Ekonomi 

Pengertian sosial dan pengertian ekonomi senng dibahas secara 

terpisah. Pengertian sosial dalam ilmu sosial menunjuk pada objeknya yaitu 

masyarakat. Sedangkan pada departemen sosial menunjukkan pada kegiatan 

yang ditunjukkan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat 

dalam bidang kesejahteraan yang ruang lingkup pekerjaan dan kesejahteraan 

sosial. Kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan 

masyarakat. Sedangkan dalam konsep sosiologi, manusia sering disebut 

sebagai makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup wajar tanpa 

adanya bantuan orang lain di sekitamya. Sehingga kata sosial sering 

diartikan sebagai hal-hal yang berkenaan dengan masyarakat. 

Istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yaitu "oikos" yang 

berarti keluarga atau rumah tangga dan "nomos" yaitu peraturan, aturan, 

hukum. Maka secara garis besar ekonomi diartikan sebagai aturan rumah 

tangga atau manajemen rumah tangga. Ekonomi berarti ilmu yang mengenai 

asas-asas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan 

(seperti keuangan, perindustrian dan perdagangan). Berdasarkan beberapa 

pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sosial ekonomi adalah 

segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, 
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antara lain sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan lain

lain. Pemenuhan kebutuhan tersebut berkaitan dengan penghasilan. Untuk 

melihat kedudukan sosial ekonomi dapat ditinjau melalui pekerjaan, 

penghasilan, dan pendidikan. Berdasarkan ini masyarakat tersebut dapat 

digolongkan kedalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi. 

Lapangan pekerjaan yang tersedia dan menyerap tenaga kerja atau 

dengan kata lain penduduk yang berusaha di bidang (sektor) terbagi menjadi 

9 sektor lapangan pekerjaan, yaitu: pertanian, pertambangan dan penggalian, 

industri, listrik gas dan air, konstruksi, perdagangan, transportasi, dan 

komunikasi, serta lembaga keuangan dan jasa. Dari 9 sektor tersebut, sektor 

pertanian masih mendominasi lapangan pekerjaan di Kabupaten Bulungan 

sebesar 41,77%. Kemudian disusul sektor jasa sebesar 17,85% dan sektor 

perdagangan sebesar 1364%. Sektor yang persentasenya kecil adalah sektor 

listrik, gas, dan air minum, yaitu sebesar 0,29%. 

Pendapatan pekerja dalam hal ini upah selalu mendapatkan perhatian 

dari pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari kenaikan rata-rata kebutuhan hidup 

minimum setiap tahunnya yang mengalami kenaikan sepanjang tahun. Upah 

Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh 

para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada 

pegawai, karyawa, atau buruh didalam lingkungan usaha atau kerjanya.saat 

ini UMR juga dikenal dengan istilah UMP, atau Upah Minimum Propinsi. 

UMR Kabupaten Bulungan adalah sebsar Rp. 1.101.861. Dibandingkan 
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dengan Kabupaten atau kota di Kalimantan Timur, UMR Kabupaten 

Bulungan merupakan yang tertinggi. 

Pendidikan merupakan salah satu unsur penting dalam memacu gerak 

laju pembangunan. manusia sebagai subjek pembangunan dengan tingkat 

pendidikan yang dimilikinya memegang peranan sangat penting. Seringkali 

pendidikan seseorang dijadikan dasar untuk menentukan kedudukan dalam 

bidang tugasnya. Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan 

yang berjenjang dari tingkat terendah TK hingga Perguruan Tinggi. Untuk 

menunjang keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, pendidikan 

formal yang umumnya diselenggaranakan di sekolah-sekolah tidak hanya 

yang dibawahi oleh Depdiknas saja. Akan tetapi ada juga yang dibawahi 

oleh instansi selain Depdiknas, seperti halnya Kemenag, Depkes, Depsos, 

Deptan, dan lain sebagainya. 

Banyaknya sekolah dari tingkat TK, SD, hingga SMU tahun 

2011/2012 baik negeri maupun swasta terdiri dari TK 37, SD 131, SLBN 1, 

SMP 51, SMU 15, dan SMK 5. Jumlah ini sudah termasuk Madrasah 

Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah, yang berada di 

badah Kemanag. Perguruan Tinggi di Kabupaten Bulungan Tahun 2011 

adalah sebanyak 2 buah, yaitu STIE Tanjung Selor dan Universitas Kaltara. 

Partisipasi sekolah penduduk pada masa kelompok usia sekolah 

menggambarkan aktivitas pendidikan di Kabupaten Bulungan. Indikator ini 

mengukur proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok jenjang 

pendidikan tertentu. Angka Partisipasi Sekolah (APK) memberikan 
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gambaran secara umum tentang banyaknya kelompok umur tertentu yang 

sedang bersekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang seang 

dijalani. Adanya pendayagunan sarana dan prasarana pendidikan yang 

menjangkau sampai dengan polosok daerah serta adanya program wajib 

belajar telah mendorong peningkatan partisipasi sekolah penduduk. Upaya 

untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan di kabupaten Bulungan 

bertujuan untuk meningkatkan pemerataan fasilitas pendidikan, sehingga 

akan semakin banyak penduduk yang bersekolah. 

Angka Partisipasi Mumi (APM) merupakan indikator yang 

menunjukkan proporsi penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan 

dan berusia sesuai dengan usia jenjang pendidikannya, sedangkan Angka 

Partisipasi Kasar (APK) memberikan gambaran secara umum tentang 

banyaknya anak yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. Indikator 

ini mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu 

dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. 

angka ini memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak 

yang menerima pendidikan pada jenjang tertentu. APK biasanya diterapkan 

untuk jenjang pendidikan SD (usia sekitar 7-12 tahun), SLTP (usia sekitar 

13-15 tahun), dan SLTA (usia sekitar 16-18-12 tahun). 

B. Hasil 

1. Implementasi Kebijakan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat 

(HTR) Kabupaten Bulungan 
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Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang mulai digulirkan tahun 2007 

merupakan produk kebijakan Kementerian Kehutanan untuk memberikan 

akses kepada masyarakat dalam mengelola hutan produksi (milik negara). 

Pemerintah memberikan pengakuan kepada masyarakat yang menjadi 

peserta program HTR dengan aspek legal berupa Surat Keterangan Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK 

HTR). Pengembangan HTR di Kabupaten Bulungan merupakan 

implementasi dari Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.398/Menhut

II/2010 tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 

Kabupaten Bulungan. Sebagaimana diketahui bahwa implementasi 

merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah 

disusun secara matang dan terperinci. Untuk itu, peneliti akan menguaikan 

lebih lanjut mengenai pelaksanaan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

SK.398/Menhut-11/2010 tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat 

(HTR) Kabupaten Bulungan. 

Dalam rangka mempercepat revitalisasi sektor kehutanan untuk 

meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi, 

mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, maka Kementerian 

Kehutanan mengeluarkan kebijakan pembangunan hutan tanaman yang 

dilaksanakan oleh masyarakat sekitar hutan. Kebijakan tersebut dilakukan 

melalui pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) 

pada Hutan Tanaman Rakyat (HTR) guna memberikan akses hukum, akses 

lembaga keuangan dan akses pasar yang lebih luas kepada masyarakat 
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dalam pemanfaatan hutan produksi. Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan 

Produksi (BP2HP) sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat 

Jenderal Bina Usaha Kehutanan, terlibat langsung dalam kegiatan 

pembangunan hutan tanaman rakyat dalam hal pemberian rekomendasi 

pemberian izin dan pencadangan areal, serta memfasilitasi penyusunan 

rencana dan kegiatan pendampingan, guna kelancaran pembangunan hutan 

tanaman rakyat. Terkait dengan tujuan uatama pengembangan HTR tersebut 

dapat diketahui dari kutipan wawancara dengan UPT Kementerian 

Kehutanan (BP2HP Wilayah XIII Samarinda) 

"HTR ini kan <lulu muncul sebagai jawaban atas persoalan
persoalan masyarakat di sekitar hutan, sehingga semangatnya 
waktu itu ada pro-poor, pro-job, pro-environment dan apa satu lagi 
itu, saya lupa. Artinya begini, di beberapa tempat di sekitar 
kawasan hutan itu kan kesejahteraan masyarakat masih rendah, 
yang kedua juga, lapangan pekerjaan kan terbatas, sehingga 
diharapkan dengan HTR ini bisa menampung tadi, menampung 
adanya tenaga kerja di sekitar kawasan hutan dan juga bisa 
mendorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat" (Hasil 
Wawancara BP2HP, 2015). 

Implementasi HTR sebagai suatu program pemberdayaan masyarakat 

juga dapat dipahami dari kutipan berikut. 

"Ya, itu tadi. Jadi kan <lulu dengan pemahaman bahwa sektor 
kehutanan itu harus pro-poor tadi, mcnsejahterakan masyarakat, 
harapannya HTR ini menjadi aset yang bisa digunakan masyarakat 
untuk meningkatkan kesejahteraannya. Disitu mereka bisa 
melakukan budidaya, bisa melakukan usaha yang hasilnya bisa 
dijual dan sebagainya. Karena itu, ya peningkatan kapasitas 
masyarakat itu sangat perlu" (Hasil Wawancara BP2HP, 2015). 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa pengembangan 

HTR dimaksudkan untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan 
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masyarakat di sekitar hutan. Latar belakang dari implementasi kebijakan 

pengembangan HTR adalah adanya fenomena yang menunjukkan 

rendahnya kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan, dan juga keterbatasan 

lapangan pekerjaan. Untuk itu, diimplementasikanlah program HTR yang 

diharapkan dapat menyelesaikan kedua permasalahan tersebut. Dengan 

adanya pengembangan HTR, diharapkan dapat menampung tenaga kerja 

yang berasal dari masyarakat di sekitar hutan dan juga dapat memperbaiki 

kondisi ekonomi masyarakat. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dapat 

diketahui bahwa yang dimaksud Hutan Tanaman Rakyat adalah hutan 

tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat 

untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan 

menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya 

hutan. Kegiatan pembangunan HTR dilakukan melalui pemberian Izin 

Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat yang 

diberikan kepada perorangan dan koperasi. Pemberian izin HTR kepada 

perorangan dan koperasi diatur melalui pembatasan luasan izin, dimana 

untuk izin perorangan paling maksimal seluas 15 hektar dan 700 hektar 

untuk izin berbentuk koperasi. Masa berlaku izin IUPHHK-HTR adalah 

paling lama 60 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 35 

tahun. Terkait dengan tahap pelaksanaan HTR dapat diketahui dari kutipan 

wawancara berikut. 

"Dengan latar belakang sepert1 1tu ada beberapa kegiatan yang 
menjadi tindak lanjut dari permasalahan itu. Jadi Kementrian 
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Kehutanan sudah banyak mengeluarkan regulasi itu. Di tingkat 
lapangan, kami di BP2HP itu pada awalnya melakukan sosialisasi, 
baik kepada pemerintah daerah, kabupaten, dan juga kepada 
masyarakat. Artinya, kita membangun pemahaman yang sama, dan 
juga menyiapkan masyarakat, HTR ini kedepannya seperti apa dan 
apa yang harus dilakukan masyarakat untuk terlibat di dalam HTR. 
Di Kaltim Kaltara itu hampir semua sudah pemah BP2HP lakukan 
untuk sosialisasi tadi. Sebagai kegiatan awalnya begitu, dan dari 
14 kabupaten kota di Kaltim Kaltara ini, yang sudah ada 
pencadangannya itu memang baru di Bulungan, 2015 ini ada juga 
yang di Kutim. Dan yang sudah proggress-nya lebih maju itu yang 
di Bulungan. Di Bulungan itu dari sekitar 300 yang sudah 
diajukan, ada sekitar 90 yang sudah keluar izinnya" (Hasil 
Wawancara BP2HP, 2015). 

86 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa pengembangan 

HTR dilaksanakan sesuai dengan regulasi-regulasi yang banyak dikeluarkan 

oleh Kementrian Kehutanan. Adapun tahap awal dari pengembangan HTR 

adalah sosialisasi yang dilaksanakan oleh BP2HP. Untuk wilayah 

Kabupaten Bulungan, BP2HP Wilayah XIII Samarinda sudah pemah 

melakukan sosialisasi kepada pemerintah daerah kabupaten dan juga kepada 

masyarakat. sosialisasi yang dilakukan antara lain berkaitan dengan 

pelaksanaan program HTR. Sampai dengan saat ini, dari 14 kabupaten dan 

kota yang terdapat di Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, 

daerah yang sudah ada pencadangan HTR hanya di Kabupaten Bulungan. 

Oleh karena itu, proses pengembangan HTR di Kabupaten Bulungan sudah 

lebih maju dibandingkan kabupaten dan kota lain di Propinsi Kalimantan 

Timur dan Kalimantan Utara. Sampai dengan saat ini, dari sekitar 300 izin 

yang sudah diajukan oleh masyarakat, ada sekitar 90 izin yang telah 

dikeluarkan. Namun demikian, dari persepsi masyarakat justru merasa 

bahwa sosialisasi yang diberikan pemerintah masih kurang. Hal ini dapat 
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diketahui dari hasil wawancara pendamping sebagaimana kutipan 

wawancara berikut. 

"Kurang serius dalam menangani prgram HTR ini, kurangnya 
sosialisasi tentang HTR, lambat dalam penanganan terutama dalam 
penerbitan iin dari Menteri Kehutanan, dan masyarakat yang sudah 
tergabung dalam program HTR ini kurang diperhatikan" (Hasil 
Wawancara Pendamping HTR, 2015). 

Hal ini juga sesuai dengan yang dikemukakan masyarakat yang 

merasa kurang adanya pembinaan sebagaimana kutipan berikut. 

"Pelaksanaan program HTR tidak maksimal, kurangnya 
pembinaan kepada kelompok tani HTR" (Hasil Wawancara 
Masyarakat, 2015). 

Dalam pengembangan HTR, BP2HP berperan dalam melakukan 

sosiasliasi, melakukan verifikasi, memfasilitas penyusunan RKU dan RKT, 

serta memberikan dan menyediakan sumber-sumber daya yang dibutuhkan. 

Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut. 

"Jadi di dalam proses pembangunan HTR tadi, peran BP2HP itu 
kan, satu, melakukan sosialisasi tadi. Kemudian, atas permohonan 
dari masyarakat itu kita melakukan verifikasi. Kemudian nanti kita 
juga memfasilitasi dalam penyusunan RKU dan RKT-nya. Jadi 
dari sisi anggaran itu sudah kita siapkan, termasuk nanti di dalam 
pendampingan masyarakatnya, dalam pembangunan HTR itu juga 
anggaran disiapkan oleh BP2HP" (Hasil Wawancara BP2HP, 
2015). 

Berdasarkan kutipan wawancara di atas dapat dipahami bahwa 

berperan dalam melakukan sosialisasi. Hal tersebut juga dapat diketahui dari 

kutipan wawancara berikut. 

"Jadi begini mas, jadi pencadangan itu berdasarkan kebutuhan 
masyarakat. Diharapkan kawasan itu juga berdekatan dengan 
tempat tinggal masyarakat. Sehingga nanti bisa dikelola oleh 
masyarakat. Menghindari juga, itu nanti pengamanan terhadap 
kawasannya seerti apa. Itu kalau tinggalnya jauh bagaimana 
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penamanannya. Berkaitan juga dengan nanti bagaimana kita 
menekan biaya untuk pelaksanaannya. J adi terhadap kawasan
kawasan yang sudah dicadangkan tadi, itu kita mensosialisasikan 
kegiatannya apa. Dan itu kita lakukan, di semua kabupaten. Dalam 
sosialisasinya itu dibahas, apa yang boleh dilakukan dalam HTR, 
karena nanti kalau dibentuknya sawit ini kan sementara masih 
belum diperkenankan. Kemudian tahapannya apa saja, itu juga 
diinformasikan disana. Jadi orang setelah diberikan izin, itu nanti 
yang dilakukan apa-apa itu ada. Diinformasikan bahwa ada 
menyusun RKU, menyusun RKT, itu nanti didampingi oleh 
pendamping tadi" (Hasil Wawancara BP2HP, 2015). 

88 

Kutipaan di atas juga mengnformasikan bahwa pencadangan dalam 

implementasi kebijakan pengembangan HTR dilakukan berdasarkan 

kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kawasan berada dekat 

tempat tinggal masyarakat sehingga pengamanannya lebih mudah. Dalam 

pengembangan HTR, disediakan pulan pendamping sebagaimana yang 

diuraikan dalam kutipan-kutian wawancara sebelumnya. Pendamping dipilih 

dan diberikan pelatihan oleh BP2HP. Pendamping dalam HTR ditujukan 

untuk menciptakan kemandirian dan partisipasi aktif masyaakat dalam 

progam tersebut. Pendamping sangat dibutuhkan dalam impementasi 

kebijakan pengembangan HTR. Terkait dengan pentingnya pendamping, 

pihak BP2HP kembali menguraikan sebagaimana kutipan berikut. 

"Iya, intinya di pendamping tadi. Memang akan lebih baik kalau 
misalnya begini, pendamping itu nanti aktif menginformasikan kepada 
kabupaten, kepada BP2HP, mengenai progress kegiatan tadi. 
Termasuk persoalan-persoalan tadi, atau target yang tidak tercapai. 
Misalnya di kegiatannya mau nanam apa, mau nanam ini tadi tidak 
tercapai, nah ini nanti pendamping tadi harus bisa menidentifikasi apa 
persoalan-persoalannya itu. Itulah yang kita bahas" (Hasil Wawancara 
BP2HP, 2015). 

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa pihak BP2HP 

mengharapkan adanya peningkatan peran pendamping dalam implementasi 

42725.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



89 

kebijakan pengembangan HTR. Peningkatan peran tersebut berkaitan 

dengan aktifitas pendamping yang diharapkan lebh aktif menginformasikan 

jalannya pengembangan HTR di lapangan. Dengan demikian, pada masa 

yang akan datang pendamping diharapkan juga berperan sebagai pengawas 

dalam pelaksanaan HTR. Dalam pelaksanaan kebijakan pengembangan 

HTR masih terjadi berbagai kendala, termasuk pada kurangnya kesiapan 

sumber daya manusia. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara 

berikut. 

" ... ada beberapa tantangan yang ada di dalam pengembangan HTR. 
Di satu sisi misalnya begini, pencadangan ini dulu, betul-betul 
didasarkan pada kebutuhan masyarakat atau tidak. Ini nanti 
soalnya berkaitan dengan kendala-kendala di dalam 
pembangunannya. Termasuk misalnya begini, sudah dicadangkan 
tapi belum bisa diproses sampai ke izin tadi, karena kadang
kadang masyarakat juga belum siap. Kemudian, kalau dari sisi 
SDM saya kira ini tidak diperlukan suatu kompetensi khusus untuk 
mendorong pembangunan HTR tadi. Karena kita sudah 
memfasilitasi tadi. Peran terbesar adalah di pendamping tadi dan di 
masyarakat. Oleh karena itu, si pendamping tadi sebelum ditunjuk 
jadi pendamping itu kita beri pembekalan, ada semacam diklatnya, 
dan itu juga sudah dilakukan oleh BP2HP. Khusus misalnya kasus 
di ... atau persoalan di Bulungan itu, itu adalah ada permohoman 
yang sudah kita verifikasi namun demikian belum dapat 
diterbitkan rekomendasi, itu berkaitan dengan fungsi kawasan 
yang tidak sesuai, begitu" (Hasil Wawancara BP2HP, 2015). 

Berdasarkan kutipan wawancara pertama dapat diketahui bahwa 

kendala pertama yang ada di lapangan adalah kurangnya kesiapan 

masyarakat. Selain itu, kendala selanjutnya berkaitan dengan fungsi 

kawasan. Kutipan wawancara juga menunjukkan bahwa masih terjadi 

permasalahan dalam fungsi kawasan. Masalah yang terjadi adalah tidak 

sesuainya fungsi kawasan yang ditetapkan dalam pencadangan HTR. Lebih 
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lanjut mengenai permasalahan tersebut dapat diketahui dari kutipan 

wawancara berikut. 

" ... arahan pemanfaatan kawasan itu, bahwa untuk hutan produksi 
ini kan boleh menjadi izin usaha hutan alam, izin usaha hutan 
tanaman, maupun izin usaha areal restorasi ekosistem. Kalau di 
kawasan hutan produksi terbatas (HPT) ini kan hanya boleh izin 
usaha hutan alam dan izin usaha areal restorasi ekosistem. Dalam 
persoalan yang diajukan masyarakat Bulungan, ini ada beberapa 
kawasan yang statusnya HPT tadi. Padahal HPT kan tidak boleh 
menjadi izin usaha hutan tanaman termasuk HTR tadi, sehingga 
rekomendasi waktu itu belum bisa dikeluarkan. N anti solusinya ini 
saya rasa perlu dibicarakan dengan BPKH, karena yang 
mempunyai kewenangan terhadap penetapan status kawasan itu 
kan BPKH, kalau saya ya menyarankan bahwa terhadap HPT, 
HPT tadi yang notabene sudah masuk pencadangan tadi, karena 
sudah masuk pencadangan, itu dirubah fungsinya menjadi hutan 
produksi sehingga bisa diberikan 1zm HTR-nya" (Hasil 
Wawancara BP2HP, 2015). 

Kutipn wawancara di atas menunjukkan bahwa masih ada peruntukan 

fungsi kawasan yang tidak sesuai dalam pengembangan HTR. Sebagaimana 

diketahui bahwa masih ada areal pencaangan yang termasuk pada areal 

Hutan Produksi Terbatas (HPT). Padahal, areal ini hanya diperbolehkan 

untuk izin usaha hutan alam dan izin usaha areal restorasi ekosistem. 

Dengan adaya kawasan HPT yang diajukan tersebut maka tidak dapat 

dilanjutkan untuk diberikan izin HTR meskipun areal tersebut sudah masuk 

dalam pencadangan HTR. Untuk masalah ini diperlukan jalan keluar yang 

cukup rumit dan memakan waktu cukup panjang karena diperlukan 

pengajuan perubahan fungsi hutan pada BPKH. Hal ini tentunya tidak 

mudah karena dalam perubahan fungsi hutan, setelah pengusulan kepada 

BPKH, maka BPKH harus mengusulkan kepada Menteri Kehutanan. Proses 

perubahan fungki kawasan hutan ini tentunya akan memakan waktu yang 
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belum dapat ditentukan. Terkait dengan fungsi kawasan, berikut pemyataan 

dari pibak Dinas Kebutanan. 

"Berdasarkan peraturannya ada, areal HTR merupakan basil usulan 
yang dari pemerintah daerab dalam pemanfaatan areal butan yang 
tidak dibebani bak dan telah dimanfaatkan oleb masyarakat 
setempat sebagai lahan baik penanaman padi maupun lahan 
lainnya. Adapun untuk pelaksanaanya sendiri Dinas Kebutanan 
Kabupaten Bulungan banya mengeluarkan izin atas nama Menteri 
Kebutanan berdasarkan basil dari pelaksanaan teknis yang telab 
final dari UPT Kementerian Kebutanan dalam bal ini BP2HP 
Samarinda" (Hasil Wawancara Dinas Kebutanan, 2015). 

Hasil wawancara di atas menunjukkan babwa areal HTR adalab 

usulan dari pemerintab daerab. Dalam hal ini, Dinas Kehutanan hanya 

berperan sebagai pelaksana yang mengeluarkan izin atas nama Menteri 

Kehutanan berdasarkan hasil dari pelaksanaan teknis yang telah final dari 

UPT Kementerian Kehutanan dalam hal ini BP2HP Samarinda. Sampai 

dengan saat ini, apabila dilihat indikator secara keseluruhan maka dapat 

dikatakan babwa implementasi kebijakan pengembangan HTR ini belum 

dapat dikatakan berhasil. Hal ini diungkapkan pihak BP2KP sebagaimana 

kutipan wawancara berikut. 

"Ini, ya ini namanya, parametemya saja begini. Kalau kita berkaca 
pada bahwa kegiatan ini dimulai sejak tahun 2010, sekarang sudah 
5 tahun, saya nilai ya kurang berhasil. Pengertian kurang 
berhasilnya itu begini, dilihat dari pencadangannya saja, misal di 
Bulungan saja sekitar 3000 ..... 2090, ini yang sudab keluar izinnya 
kan kurang dari 100" (Hasil Wawancara BP2HP, 2015). 

Kutipan wawancara di atas menginformasikan bahwa implementasi 

kebijakan pengembangan HTR di Kabupaten Bulungan belum dapat 

dikatakan berbasil. Dari 2090 hektar areal pencadangan HTR, izin yang 
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sudah dikeluarkan kurang dari 100 hektar. Hal ini juga dijelaskan melalui 

kutipan wawancara berikut. 

"Yang diajukan dalam proses pengajuan mungkin ya sekitar 150. 
Itu kan masih jauh dari yang dicadangkan. Kemudian, terhadap 
yang sudah keluar izinnya, apakah ini sudah mengarah kepada 
yang tadi? Usaha yang pro-poor tadi, meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, saya rasa juga belum karena kan tanamannya disitu 
yang mempunyai nilai ekonomi itu belum kelihatan tanaman dari 
masyarakat itu. Dari sisi itu saya kira ya masing banyak PR lah. 
Masih banyak yang perlu dilakukan. Bagaimana mendorong 
masyarakat tadi" (Hasil Wawancara BP2HP, 2015). 

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami pula bahwa selain masih 

sedikitnya izin yang dikeluarkan dibandingkan luasnya areal pencadangan 

HTR. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengembangan HTR belum 

dapat diimplementasikan dengan baik. Kondisi ini juga dapat dilihat dari 

tidak ada kepastian terkait dengan hasil yang diperoleh masyarakat atau 

pencapaian tujuan kebijakan untuk mensejahterakan masyarakat. Kegagalan 

pencapaian target dalam pengembangan HTR dapat juga dipahami dari 

kutipan berikut. 

"Jadi dulu itu ada di Renstra itu ada dihadapkan sampai tahun 
2019 kalau tidak salah, kita itu, izin HTR itu sampai 400.000 kalau 
tidak salah, cuma itu kan masih jauh dari angka itu lah. Dan 
kembali lagi bagaimana kita mendorong mindset, pola pikir 
masyarakat tadi. Anda sudah dimodali kawasan begini, ini 
diharapkan bisa dijadikan untuk Anda kembangkan. Tapi 
bagaimana kalau dikasih kawasan tapi tidak diapa-apakah oleh 
masyarakat, itu bagaimana? Makanya pendamping tadi harus 
mendorong. Kalau memang nanti dievaluasi sampai tahun sekian 
tapi tidak ada hasil, jadi izinnya lebih baik diberikan kepada yang 
serius" (Hasil Wawancara BP2HP, 2015). 

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa sampai saat ini, 

pengembangan HTR dirasa tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan 
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sebalumnya. Seluruh sarana dan prasarana telah disediakan untuk 

pelaksanaan HTR, namun demikian jumlahnya masih terbilang kurang. Hal 

ini dapat diketahui dari kutipan wawancara Dinas Kehutanan berikut. 

"Jika dilihat dari pencadangan HTR yang telah ada, tentunya dari 
pemerintah daerah pasti telah mempersiapkan apa-apa yang akan 
dibutuhkan dalam pelaksanaan HTR tersebut, tetapi dalam hal ini 
masih banyak yang perlu dibenahi terutama dalam personil, 
prasarana dan dana itu sendiri serta birokrasi" (Hasil Wawancara 
Dinas Kehutanan, 2015). 

Sebelumnya, pada Restra BP2HP telah ditargetkan bahwa sampa1 

dengan tahun 2019 izin yang akan diberikan mencapai 400.000 izin. Akan 

tetapi, apabila dilihat prosesnya sampai dengan saat ini maka target tersebut 

tapaknya tidak akan tercapai. Kegagalan dalam pencapaian target dapat 

terjadi karena berbagai masalah dan kendala. Salah satu kendala yang 

terdapat dilapangan adalah kendala dari mindset atau pola pikir masyarakat. 

Kutipan wawancara sebelumya juga menunjukkan permasalahan yang 

terjadi di lapangan. Namun demikian, perubahan pola piir masyarakat 

dinilai oleh pendamping HTR harus dimulai dari keseriusan pemerintah 

dalam mengimplementasikan kebijakan terkait pengembangan HTR 

sebagaimana kutipan wawancara berikut. 

"Harapan saya selaku pendamping HTR, dengan adanya program 
ini diharapkan dapat lebih serius dalam menangani program ini 
sampai berhasil, sehingga masyarakat yang tergabung dalam 
program ini menjadi lebih baik dan dapat merubah pola pikir 
mereka. Jangan sampai program HTR ini sama dengan program
program sebelumnya yang pada akhimya tidak jelas dan 
masyarakat ditinggalkan begitu saja" (Hasil Wawancara 
Pendamping HTR, 2015). 
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Masalah yang terjadi di lapangan adalah masih adanya masyarakat 

yang tidak mengolah lahan HTR padahal sudah memperoleh izin. Hal ini 

dapat terjadi karena berbagai faktor, diantaranya adalah keterbatasan 

anggaran dan pola pikir masyarakat yang masih salah mengenai program 

HTR. Padahal, program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

"lya, jelas. Ini kan areal pencadangan, di sekitarnya kan ada 
masyarakat. Harapannya, areal pencadangan tadi mendorong 
masyarakat itu kan punya hak kelola, hak aset intuk 
memberdayakan kawasan itu tadi. Ini skema pemberdayaannya 
kan mau seperti itu, sehingga masyarakat kalau sudah mengelola 
ini tidak lagi muncul pikiran-pikiran untuk katakanlah menggangu 
kawasan hutan yang lain dan lain sebagainya, untuk merambah di 
tempat lain. Tapi mayarakat sudah fokus untuk mengelola areal 
yang sudah dicadangkan tadi, sehingga secara meluas ini kita 
harapkan kan bisa meningkatkan pengamanan kawasan hutan tadi" 
(Hasil Wawancara BP2HP, 2015). 

Kutipan wawancara menunjukkan bahwa melalui pengembangan 

HTR, masyarakat diberikan hal kelola atau hak atas aset. Dengan adanya 

kawasan yang dicadangkan bagi pengembangan HTR, masyarakat 

diharapkan dapat mengelola areal tersebut untuk meningkatkan 

kesejahteraannya. Selain itu, dengan adanya pengembangan HTR 

masyarakat diharapkan tidak kawasan hutan lainnya sehingga kelestarian 

hutan juga ikut terjaga. Harapan akan adanya pengaruh pengembangan HTR 

terhadap kelestarian hutan dapat dikeahui dari kutipan wawancara berikut. 

"lya, kelestarian hutan lah. Jadi masyarakat sendiri sudah dikasih 
bagian. Anda kan nanti bekerja disini. Di tempat itulah nanti Anda 
berusaha dan juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan, jadi 
produktif. Ya mungkin itu yang diharapkan" (Hasil Wawancara 
BP2HP, 2015). 
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Kutipan di atas menggambarkan bahwa pengembangan HTR juga 

dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan. Dengan areal 

yang telah ditenttukan, masyarakat akan bekerja mengelola kawasan hutan 

yang menjadi bagiannya secara produktif. Disamping dapat meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat pengangguran, juga dapat 

menjaga kelestarian hutan. 

2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan 

Pembangunan HTR di Kabupaten Bulungan 

Dalam implementasi suatu kebijakan, tentunya ada faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi keberhasilannya. Sebagaimana model implemetasi 

kebijakan dari Edward III, ada empat faktor yang berpengaruh terhadap 

keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan. Faktor tersebut 

adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Faktor-faktor 

tesebut menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat bagi 

implementasi kebijakan itu sendiri. Begitu pula halnya dengan implementasi 

kebijakan pengembangan HTR di Kabupaten Bulungan. Berikut uraian 

mengenai keempat faktor yang dapat mempengamhi implementasi 

kebijakan. 

a. Komunikasi 

Faktor komunikasi dapat dipahami sebagai proses penyampaian 

informasi komunikator kepada komunikan. Dalam implementasi 

kebijakan, komunikasi merupakan faktor penting karena pelaksana 

kebijakan hanya akan mengetahui cara menjalankan kebijakan tersebut 
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apabila ada informasi yang jelas dari pembuat kebijakan. Komunikasi 

dalam implementasi kebijakan berkaitan dengan aspek transmisi, 

kejelasan, dan konsistensi. Terkait dengan faktor komunikasi dalam 

implementasi kebijakan pengembangan HTR dapat diketahui dari kutipan 

berikut. 

"Di tingkat lapangan, kami di BP2HP itu pada awalnya 
melakukan sosialisasi, baik kepada pemerintah daerah, 
kabupaten, dan juga kepada masyarakat. Artinya, kita 
membangun pemahaman yang sama, dan juga menyiapkan 
masyarakat, HTR ini kedepannya seperti apa dan apa yang 
harus dilakukan masyarakat untuk terlibat di dalam HTR. Di 
Kaltim Kaltara itu hampir semua sudah pemah BP2HP lakukan 
untuk sosialisasi tadi" (Hasil Wawancara BP2HP, 2015). 

Komunikasi yang dilaksankaan dalam implementasi 

pengembangan HTR kembali diungkapkan oleh pihak BP2H 

sebagaimana kutipan wawancara berikut. 

"Jadi terhadap kawasan-kawasan yang sudah dicadangkan tadi, 
itu kita mensosialisasikan kegiatannya apa. Dan itu kita 
lakukan, di semua kabupaten. Dalam sosialisasinya itu dibahas, 
apa yang boleh dilakukan dalam HTR, karena nanti kalau 
dibentuknya sawit 1m kan sementara masih belum 
diperkenankan. Kemudian tahapannya apa saja, itu juga 
diinformasikan disana. Jadi orang setelah diberikan izin, itu 
nanti yang dilakukan apa-apa itu ada. Diinformasikan bahwa 
ada menyusun RKU, menyusun RKT, itu nanti didampingi oleh 
pendamping tadi" (Hasil Wawancara BP2HP, 2015). 

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa komunikasi 

yang terjadi dalam implementasi kebijakan sudah cukup baik. BP2HP 

dalam hal ini melakukan sosialisasi kepada pemerintah pemerintah 

daerah, kabupaten, dan juga kepada masyarakat. Melalui sosialisasi 

tersebut terjadi transmisi atau penyaluran komunikasi terkait dengan 
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pengembanga HTR. Dari segi kejelasan, seharusnya sosialisasi yang 

dilakukan BP2HP sudah dapat menjamin kejelasan informasi yang 

diterima oleh pelaksana kebijakan. Untuk memastikan bahwa masyarakat 

memahami tata cara pengembangan HTR, pemerintah daerah juga telah 

menyediakan pendamping HTR. Pendamping terebut berperan sangat 

penting dalam proses komunikasi, sesuai dengan kutipan wawancara 

berikut. 

"Iya, kerjasama pendamping dengan masyarakat tadi. lbaratnya 
begini, kalau pendamping sudah memberikan arahan, 
memberikan bekal, tapi masyarakat tidak bergerak itu kan 
menjadi gagal..." (Hasil Wawancara BP2HP, 2015). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa peran pendamping sangat 

besar dalammemberikan arahan kepada masyarakat guna memastikan 

kejelasan dan konsistens dari informasi yang didapatkan oleh 

masyarakat. Oleh karena itulah ada pembekalan yang sangat terencana 

terhadap pendamping HTR. Berdasarkan uraian mengenai aspek 

komunikasi di atas dapat dikatakan bahwa komunikasi dengan transmisi 

yang baik, jelas, dan konsisten telah menjadi faktor pendukung dalam 

implementasi kebijakan pengembangan HTR di Kabupaten Bulungan. 

b. Sumber Daya 

Sumber daya juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi 

kebijakan. Jika para personil yang bertanggung jawab 

mengimplementasikan kebijakan mempunyai sumber-sumber untuk 

melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan 

tersebut akan berjalan efektif. Begitu pula sebaliknya, jika para personil 
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yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang 

mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, 

maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Faktor 

sumber daya terdiri dari aspek staf, pelaksana lapangan, atau street-level 

bureaucrats, informasi yang dapat hal ini diartikan sebagai informasi 

yang dipahami oleh pelaksana lapangan, wewenang, serta fasilitas. 

Berkaitan dengan aspek staf, pada kutipan-kutipan wawancara 

sebelumnya telah diketahui baha ada pendamping HTR yang berperan 

sebagai pelaksana lapangan. Pendamping HTR inilah yang harus 

memiliki kejelasan informasi terkait dengan pengembangan HTR. Untuk 

itu ada pembekalan terhadap pendamping HTR sebagaimana kutipan 

wawancara berikut. 

" ... Peran terbesar adalah di pendamping tadi dan di masyarakat. 
Oleh karena itu, si pendamping tadi sebelum ditunjuk jadi 
pendamping itu kita beri pembekalan, ada semacam diklatnya, 
dan itu juga sudah dilakukan oleh BP2HP .... " (Hasil 
Wawancara BP2HP, 2015). 

Peran dari BP2HP Wilayah Samarinda dan Dinas Kehutanan 

Kabupaten Bulungan dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut. 

"Kesigapan aparat terutama UPT Kementerian yaitu BP2HP 
Samarind sebagai leading sector/penggerak. Sedangkan dinas 
kehutanan hanya membantu dalam pelaksanaanya" (Hasil 
Wawancara Dinas Kehutanan, 2015). 

Beradarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa pendamping 

yang berperan sebagai street-level bureaucrats dalam implementasi 

kebijakan HTR sudah diberikan pelatihan. Dengan demikian, tentu dapat 

diasumsikan bahwa pendamping HTR telah memiliki informasi dan 
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pemahaman yang baik terkait dengan pengembangan HTR. Untuk itu, 

aspek informasi juga dapat dikatakan baik. Namun demikian, dapat 

terjadi kegagalan di tingkat kelompok sasaran, yaitu masyarakat yang 

menerima izin HTR. Hal ini disebabkan berbagai faktor, sebagaimana 

kutipan berikut. 

"Nah ini, ya itu tadi, perlu memperbaiki mindset, pola pikir, 
kultur masyarakat. Ibaratnya begini, tidak ada nenek moyang 
kita itu nanam durian. Durian itu tumbuh sendiri lalu nanti 
berbuah. Ya anggapan yang seperti itu yang harus dirubah. 
Kalau kita nanam dari biji ya nanti 20 tahun baru berbuah. Tapi 
kalau kita tanam yang sudah cangkok, dan sebagainya nanti kan 
yang lebih cepat. Dan pohonnya juga tidak tinggi-tinggi beitu, 
pohonnya pendek. Kalau jatuhan begitu kan nanti kualitasnya 
rendah. Jadi itu harus dikembangkan, dan bisa nanti menjadi 
agrowisata .... " (Hasil Wawancara BP2HP, 2015). 

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa di tingkat 

kelompok sasaran, perlu ada pembenahan yang berkaitan dengan 

mindset, pola pikir, dan kultur masyarakat. Fakta yang terjadi 

menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang sudah memperoleh 

izin, namun tidak mengerjakan pengembangan pada areal HTR tersebut 

sebagaimana yang diharapkan. Hal ini tentunya menjadi penghambat 

bagi implementasi HTR di Kabupaten Bulungan. 

Pada aspek wewenang, seluruh implementor kebijakan 

pengembangan HTR telah memiliki wewenangnya tersendiri. Dalam hal 

ini, masinng-masing pihak yang terkait dengan pengembangan HTR telah 

melaksanakan wewenangnya sesuai dengan regulasi dari Menteri 

Kehutanan. Aspek selanjutnya adalah fasilitas yang tersedia dalam 

implementasi kebijakan pengembangan HTR. Fasilitas fisik juga 
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merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Terkait dengan 

fasilitas yang dapat digunakan dalam pengembangan HTR, telah 

disediakan anggaran dari BP2HP sebagaimana kutipan berikut. 

" .. .Jadi dari sisi angaran itu sudah kita siapkan, termasuk nanti 
di dalam pendampingan masyarakatnya, dalam pembangunan 
HTR itu juga anggaran disiapkan oleh BP2HP .... " (Hasil 
Wawancara BP2HP, 2015). 

Kutipan di atas menunjukkan bahwa sudah ada anggaran yang 

tersedia untuk memenuhi kebutuhan akan fasilitas dalam implementasi 

pengembangan HTR di Kabupaten Bulungan. Namun demikian, 

anggaran yang disediakan tentunya juga terbatas. Keterbatasan anggaran 

dalam pengembangan HTR dapat dipahami dari kutipan berikut. 

"Jadi input untuk usaha di kawasan hutan itu kan besar, berbeda 
kalau kita di lahan pertanian yang sudah siap. Di kawasan hutan 
itu kan kita membuka saja sudah harus mengeluarkan biaya. 
Kemudian mengamankannya juga susah, karena kan jauh dari 
tempat tingga, penamanan oleh masyarakat, penamanan 
terhadap hama. Sehingga begini, jadi usaha yang dilakukan 
masyarakat tadi harus diarahkan agar bisa menguntungkan" 
(Hasil Wawancara BP2HP, 2015). 

Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat 

kelompok tani HTR membuat banyak masyarakat yang kesulitan dalam 

modal awal, sebagaimana yang diungkapkan melalui wawancara oleh 

masyarakat berikut. 

"Tidak adanya modal awal, lokasi yang dicadangkan 
kemiringannya sangat tinggi, tidak adanya pembinaan secara 
langsung dari pemerintah berupa pelatihan" (Hasil Wawancara 
Masyarakat, 2015). 

Perlu diingat bahwa pengembangan HTR tentunya tidak akan 

semudah pengembangan pada lahan pertanian yang sudah siap. 
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Pembukaan kawasan hutan tentunya akan membutuhkan biaya yang lebih 

banyak, sehingga input yang dibutuhkan untuk pembukaan lahan 

pertanian di areal hutan akan menjadi lebih besar, sedangkan anggaran 

yang disediakan masih terbatas. Hal inilah yang kemudian menjadi 

kendala dalam implementasi pengembangan HTR. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa sumber daya merupakan faktor penghambat 

dalam pengembangan HTR. 

c. Disposisi 

Disposisi atau sikap para pelaksana untuk mengimplementasikan 

kebijaka juga turut menjadi perhatian. Faktor disposisi terdiri dari aspek 

pengangkatan birokrat dan juga insentif. Pada dasamya, seluruh aspek 

pada faktor disposisi dalam implementasi kebijakan pengebangan HTR 

telah menjadi pendukung bagi implementasi kebijakan ini. Misalnya saja, 

dalam pengangkatan pendamping sudah dilakukan berdasarkan Perdirjen 

Bina Usaha Kehutanan Nomor P.OSNI-BUHT/2012 Tentang Tata Cara 

Seleksi dan Pendampingan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. 

Keberadaan pendamping kembali dapat diketahui dari kutipan berikut. 

"Jadi dari sisi angaran itu sudah kita siapkan, termasuk nanti di 
dalam pendampingan masyarakatnya, dalam pembangunan 
HTR itu juga anggaran disiapkan oleh BP2HP" (Hasil 
Wawancara BP2HP, 2015). 

Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa BP2Hp sudah 

melakukan pengangkatan birokrat dengan baik, dan juga memberikan 

pembekalan serta diklat. Dari segi insentif juga dapat diketahui bahwa 

ada insentif yang tersedia bagi pendamping HTR. Dengan demikian, 
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dapat dikatakan bahwa faktor disposisi sudah dapat menjadi faktor 

pendukung dalam implementasi pengembangan HTR. 

d. Struktur Birokrasi 

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat 

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan 

melakukan koordinasi yang baik. Faktor struktur birokrasi teerhadap dari 

SOP dan fragmentasi. Terkait dengan SOP dalam implementasi 

pengembangan HTR dapat diketahui dari kutipan wawancara berkut. 

"Pengajuan HTR itu sebenamya diatur melalui peratuan 
Menterinya. Artinya itu tahapannya, pencadangan, kemudian di 
dalam pencadangan itu dilampiri apa saja itu, KTP pemohon, 
sketsa areal, peta, dan sebagainya itu sudah ada. Cuma memang 
kalau yang dimaksud itu SOP tata waktunya itu bagaimana dari 
ini, saya rasa memang belum pemah dibuat. Dan saya kira perlu 
itu, artinya nanti instansi-instansi yang telibat disitu juga bisa 
menyusun kegiatannya beradasarkan SOP tadi. Kalau sudah 
melebihi SOPnya kan ketahuan. Ini kalau tidak ada SOP yang 
membatasi seperti tadi kan dikhawatirkan itu menjadi 
penzmannya-penzman menjadi lama, proses-proses 
birokrasinya menjadi panjang, begitu kan" (Hasil Wawancara 
BP2HP, 2015). 

Lebih lanjut mengenai SOP Juga dapat diketahui dari kutipan 

wawancara berikut. 

"Ya itu tadi, aturan ini, tahapan-tahaannya itu sudah dibuat, 
artinya setelah dicadangkan, baru nanti diajukan izinnya, dari 
pengajuan diverifikasi oleh BP2HP, BP2HP memberikan 
rekomendasi baru nanti pemerintah menerbitkan izin itu ada. 
Tapi di masing-masing tahapannya itu waktunya berapa itu, itu 
saya kira yang perlu diskemakan dalam SOP tadi" (Hasil 
Wawancara BP2HP, 2015). 

Tidak adanya SOP membuat proses perizinan menjadi lama, 

sebagaimana keluhan pendamping HTR dalam wawancara berikut. 
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"Kurang serius dalam menangani prgram HTR ini, kurangnya 
sosialisasi tentang HTR, lambat dalam penanganan terutama 
dalam penerbitan izin dari Menteri Kehutanan, dan masyarakat 
yang sudah tergabung dalam program HTR ini kurang 
diperhatikan" (Hasil Wawancara Pendamping HTR, 2015). 
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Melalui kutipan di atas dapat diketahui bahwa implementasi 

pengembangaan HTR dilakukan sesuai dengan tahapan dalam peraturan 

menteri. Namun demikian, belum ada standar khusus yang menentukan 

tahap dan tata waktu dalam pelaksanaan pengembangan HTR, terutama 

dalam proses perizinannya. Hal ini tentunya dapat menjadi penghambat 

dalam pengembangan HTR. Tanpa adanya SOP yang lengkap dengan 

tata waktunya, maka lama prose perizinan tidak dapat ditentukan. 

Aspek lain dari struktur birokrasi adalah fragmentasi. Fragmentasi 

adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan dan aktivitas-

aktivitas pegawai di antara beberapa unit Dalam implementasi 

pengembangan HTR di Kabupaten Bulungan, fragmentasi belum dapat 

dikatakan baik. Hal ini dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut. 

"Dan itu nanti yang bisa mendorong, bisa megevaluasi kan 
mungkin di pemerintah daerah. Artiya begini, kalau sebuah 
kegiatan HTR itu nanti menghasilkan, bagaimana pasamya ada 
tau tidak, itu pemerintah yang membina. Ibaratnya begini, orang 
nanti menanam karet, tapi pasamya karet itu tiak ada, ini kan 
mubazir. Orang misalnya menanam tumpangsari dengan 
tanaman pertanian, isalnya nanas atau buah naga, tapi kalau 
pasamya tidak ada" (Hasil Wawancara BP2HP, 2015). 

Fragmentasi juga dapat diketahui dari kutipan wawancara berikut. 

"Dalam proses pelaksanaan izin yang dikeluarkan barn sedikit 
dan hal ini Dinas Kehutanan tidak dapat bergerak sebelum 
adanya instruksi dari BP2HP Samarinda sehingga izin yang 
diharapkan dapat dikeluarkan mengalami hambatan" (Hasil 
Wawancara Dinas Kehutanan, 2015). 
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Berdasarkan kutipan di atas dapat diketahui bahwa penyebaran 

tanggung jawab belum berjalan dengan baik. Dalam hal ini, belum ada 

kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan 

evaluasi dan monitoring terhadap pengembangan HTR. Selain itu, fungsi 

pembinaan oleh pemerintah daerah belum sesuai dengan fungsi yang 

seharusnya dilaksanakan. Terkait degan struktur birokrasi sendiri, Dinas 

Kehutanan harus menunggu instruksi dari BP2HP. Dengan demikian, 

dapat dikatakan bahwa faktor struktur birokrasi merupakan faktor 

penghambat bagi dalam implementasi kebijakan terkait pengembangan 

HTR. 

3. Usaha-usaha untuk Menanggulangi Faktor-faktor Penghambat oleh 

Pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat 

(HTR) di Kabupaten Bulungan 

Sampai dengan saat ini, belum ada usaha khusus yang dilaksanakan 

untuk mengatasi faktor penghambat dalam implementasi pengembangan 

HTR. Namun demikian, terkait dengan faktor sumber daya tentunya sudah 

dapat dikatakan sebagaisuatu bentuk usaha apabila sudah ada pembekalan 

dan penyediaan pendamping HTR. Usaha-usaha lainnya terkait dengan 

kendala yang ditemui di lapangan masih menjadi PR untuk masa yang akan 

datang sebagaimana kutipan wawancara berikut. 

"Memang akan lebih baik kalau misalnya begini, pendamping itu 
nanti aktif menginformasikan kepada kabupaten, kepada BP2HP, 
mengenai progress kegiatan tadi. Termasuk persoalan-persoalan 
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tadi, atau target yang tidak tercapai. Misalnya di kegiatan mau 
nanam apa, mau nanam ini tadi tidak tercapai, nah ini nanti 
pendamping tadi harus bisa menidentifikasi apa persoalan
persoalannya itu. Itulah yang kita bahas" (Hasil Wawancara 
BP2HP, 2015). 
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Berdasarkan kutipan di aatas dapat diketahui bahwa di masa yang 

akan datang, perlu ada uraian tugas yang lebih rinci bagi pendamping, agar 

pendamping dapat berperan lebih aktif untuk berkomunikasi secara dua 

arah, yaitu komunikasi kepada masyarakat dan juga komunikasi kepada 

kabupaten dan BP2HP mengenai proses pengembangan HTR yang sudah 

berjalan. Dinas Kehutanan sendiri berupaya menyelesaikan hambatan 

melalui koordinas yang lebih intensigf dengan pihak BP2HP. Hal ini dapat 

diketahui dari kutipan wawancara berikut 

"Untuk upaya yang dilakukan, dinas kehutanan hanya dapat 
berkoordinasi dengan BP2HP Samarinda" (Hasil Wawancara 
Dinas Kehutanan, 2015). 

U saha lain yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan 

evaluasi oleh BP2HP dan juga pembinaan tingkat pemerintah daerah 

sebagaimana ungkapan berikut. 

"Ya mungkin itu tadi, mungkin bagi kami BP2HP harus banyak 
komunikasi dengan pendamping tadi lah. Artinya, apa kendala di 
lapangan, apa yang diinginkan masyarakat itu tadi, dan juga seperti 
ini kan dikaitkan juga dengan statistik yang di Bulungan sendiri. 
Bulungan itu kurangnya apa? Potensi yang sedang dinilai 
ekonominya bagus itu apa? Jadi masyarakat untuk 
mengembangkan HTR itu didorongnya kesana. Jadi misalnya 
begini, kalau tanaman duku itu nilai jualnya tinggi, maka siapkan 
bibit duku untuk ditanam masyarakat HTR dan itu cepat berbuah" 
(Hasil Wawancara BP2HP, 2015). 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa perlu ada upaya 

lebih lanjut dari pemerintah, baik pada BP2HP maupun pemerintah daerah 
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untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terbadap pelaksanaan 

pengembangan HTR. Pemerintab daerah perlu mendorong masyarakat untuk 

mengembangan tanaman dengan potensi yang lebib baik sesuai kondisi dan 

kebutuban di Kabupaten Bulungan. Selain evaluasi dan pembinaan, juga 

perlu ada kegiatan perencanaan yang lebib matang terkait dengan 

penyesuaian antara kebutuban masyarkaat di Kabupaten Bulungan dengan 

pengembangan HTR. Menurut pibak BP2HP, pengembangan HTR barus 

fleksibel dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuban masyarakat. Hal ini 

dapat diketabui dari kutipan wawancara berikut. 

"Ya itu tadi, mengindentifikasi kebutuhan masyarakat untuk apa, 
itu yang lebib penting.kalau masyarakat butub baban pokok, ya 
sudab, silahkan, dan kalau pendapat saya komposisi itu bisa luwes 
lab. Ya seperti itu tadi, kalau misalnya masyarakat perlu laban 
untuk tanaman pokok, ya silahkan saja tanam padi yang lebib luas. 
Sepanjang arealnya cocok untuk digunakan" (Hasil Wawancara 
BP2HP, 2015). 

Berdasarkan basil wawancara di atas dapat diketabui babwa BP2HP 

memiliki angapan babwa sebarusnya pengembangan HTR boleb disesuaikan 

dengan kebutuban masyarakat. Hal ini tentunya sangat baik karena 

pengembangan HTR nantinya akan dapat memenuhi apa yang menjadi 

kebutuban masyarakat. Namun demikian, usaba-usaba ini seharusnya tidak 

banya sekedar menjadi wacana, akan tetapi juga dilaksanakan agar 

implementasi pengembangan HTR dapat berjalan dengan lebih baik. 

C. Pembahasan 

1. Implementasi Kebijakan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat 

(HTR) Kabupaten Bulungan 
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Hutan Tanaman Rakyat (HTR) yang mulai digulirkan tahun 2007 

merupakan produk kebijakan Kementerian Kehutanan untuk memberikan 

akses kepada masyarakat dalam mengelola hutan produksi (milik 

negara). Pemerintah memberikan pengakuan kepada masyarakat yang 

menjadi peserta program HTR dengan aspek legal berupa Surat 

Keterangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman 

Rakyat (IUPHHK HTR). Berdasarkan hasil penelitian yang telah 

diuraikan sebelumnya, dapat diketahui Keputusan Menteri Kehutanan 

Nomor SK.398/Menhut-II/2010 tentang Pencadangan Areal Hutan 

Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan. Implementasi kebijakan 

pengebangan HTR di Kabupaten Bulungan pada dasamya sudah 

dilaksanakan. Kabupaten Bulungan bahkan menjadi satu-satunya dari 14 

kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara yang 

telah memiliki areal pencadangan HTR. Namun demikian, dalam proses 

pelaksanaannya, implementasi kebijakan terkait pengembangan HTR 

mengalami kandala lapangan yang cukup besar sehingga terjadi 

hambatan dalam proses perizinan. Konsep mengenai pengembangan 

HTR secara lebih rinci diuraikan sebagaimana berikut. 

a. Pengembangan HTR 

Pembangunan HTR mt diharapkan ke depan mampu 

meningkatkan kontribusi kehutanan terhadap pertumbuhan ekonomi, 

mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan sehingga 

diperlukan kerangka acuan dalam pengembangannya agar tidak terjadi 
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kesimpang-siuran dalam implementasinya di lapangan. Adapun 

tahapan-tahapan dalam pembangunan HTR selanjutnya diatur pula 

mekanisme penetapan pencadangan lokasi HTR dan prosedur 

perizinan HTR seperti tersebut dibawah ini : 

1) Mekanisme Penetapan Pencadangan Lokasi HTR 

a) Alokasi dan Penetapan Areal Pembangunan HTR dilakukan 

oleh Menteri Kehutanan dengan Kriteria : Kawasan HP yang 

tidak produktif, tidak dibebani izin/hak dan diutamakan dekat 

dengan Industri Hasil Hutan. 

b) Untuk pembangunan HTR, Kepala Baplan atas nama Menteri 

Kehutanan menyampaikan peta arahan indikatif lokasi HTR 

per provinsi kepada Bupati dengan tembusan kepada : Dirjen 

BPK, Sekjen, Gubemur, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, 

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota dan Kepala Balai 

BPKH. 

c) Dirjen BPK melakukan sosisalisasi program Pembangunan 

HTR dan peta arahan indikatif lokasi HTR kepada Gubemur 

dan Bupati/Walikota. 

d) Sekjen DepHut melaksanakan sosialisasi tentang Pembiayaan 

Pembangunan HTR melalui BLU cq. Pusat Pembiayaan 

Pembangunan Kehutanan kepada Gubemur dan 

Bupati/W alikota. 
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e) Kepala BPKH memberikan asistensi teknis kepada Dinas 

Kehutanan provinsi/k:abupaten/kota berdasarkan petunjuk 

teknis dari Kepala Baplan. 

f) Kepala Dinas Kehutanan kabupaten/kota menyampaikan 

pertimbangan teknis kawasan areal tumpang tindih perizinan, 

rehabilitasi dan reboisasi, program pembangunan daerah 

kepada Bupati/W alikota dilampiri dengan peta lokasi HTR 

Skala 1: 50.000. 

g) Bupati/W alikota menyampaikan usulan rencana 

pembangunan HTR kepada Menteri Kehutanan dilampiri peta 

usulan lokasi HTR Skala 1: 50.000 yang ditembuskan kepada 

Dirjen BPK dan Kepala Baplan. 

h) Kepala Baplan melakukan verifikasi peta usulan lokasi HTR 

lalu menyiapkan lokasi pencadangan areal HTR dan hasilnya 

disampaikan kepada Dirjen BPK. 

i) Dirjen BPK melakukan verifikasi administrasi dan teknis lalu 

menyiapkan konsep keputusan Menteri Kehutanan tentang 

penetapan lokasi pencadangan areal HTR dan dilampiri peta 

pencadangan areal HTR serta mengusulkannya kepada 

Menteri Kehutanan. 

j) Menteri Kehutanan menerbitkan pencadangan areal untuk 

pembangunan HTR dan disampaikan kepada Bupati/W alikota 

dengan tembusan Gubernur 

42725.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



110 

k) Bupati/Walikota menyampaikan sosialisasi ke 

desa/masyarakat, bisa melalui LSM pusat, provinsi atau 

kabupaten/kota. 

2) Mekanisme Perizinan HTR 

Dalam mekanisme perizinan m1 di bagai dalam dua 

kelompok yaitu : 

a) Perorangan atau Kelompok Tani 

(1) Pemohon (perorangan atau kelompok tani) mengajukan 

permohonan IUPHHKHTR kepada Bupati/Walikota 

melalui Kepala Desa, pada areal yang telah dialokasikan 

dan ditetapkan oleh Menteri Kehutanan 

(2) Persyaratan permohonan yang diajukan oleh Pemohon 

yakni Foto copy KTP, Surat Keterangan dari Kepala Desa 

bahwa benar pemohon berdomisili di desa tersebut dan 

sketsa areal yang dimohon dilampiri dengan susunan 

anggota kelompok. 

(3) Kepala Desa melakukan verifikasi keabsahan persyaratan 

permohonan oleh perorangan atau Kelompok Tani dan 

membuat rekomendasi kepada Bupati/Walikota dengan 

tembusan kepada Camat dan Kepala BP2HP 

( 4) Kepala BP2HP melakukan verifikasi persyaratan 

administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon hasilnya 

disampaikan kepada Bupati sebagai pertimbangan teknis. 
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(5) Kepala BPKH atau pihak lain yang mewakili melakukan 

pengukuran, verifikasi lahan dan perpetaan dan hasilnya 

disampaikan kepada Bupati sebagai pertimbangan teknis. 

(6) Bupati/ Walikota menerbitkan Keputusan IUPHHK-HTR 

kepada perorangan atau Kelompok atas nama Menteri 

Kehutanan yang dilampiri peta areal kerja skala 1: 50.000 

dengan tembusan Menteri Kehutanan, Dirjen BPK, Kepala 

Baplan dan Gubernur. 

(7) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang 

kehutanan melaporkan kepada Menteri Kehutanan, 

rekapitulasi penerbitan Keputusan IUPHHK-HTR secara 

periodik tiap 3 (tiga) bulan. 

b) Koperasi 

Selain untuk perorangan, pengajuan IUPHHK-HTR ini 

dapat dilakukan melalui koperasi yang dibentuk oleh 

perorangan/kelompok tani yang berminat. Adapun mekanisme 

permohonan perizinannya adalah sebagai berikut. 

(1) Pemohon mengajukan permohonan IUPHHK-HTR kepada 

Bupati/W alikota pada areal yang tel ah dialokasikan dan 

ditetapkan oleh Menteri Kehutanan 

(2) Persyaratan permohonan yang diajukan oleh Pemohon 

yakni Foto copy Akte Pendirian koperasi, Surat 

Keterangan dari Kepala Desa bahwa benar Koperasi 
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dibentuk di desa tersebut dan Peta areal yang dimohon 

dilampiri dengan Skala 1 :5000 atau 1: 10.000 serta 

dilampiri dengan susunan anggota Koperasi 

(3) Kepala Desa melakukan verifikasi keabsahan persyaratan 

permohonan oleh koperasi dan membuat rekomendasi 

kepada Bupati/W alikota dengan tembusan kepada Camat 

dan Kepala BP2HP 

( 4) Kepala BP2HP melakukan verifikasi persyaratan 

administrasi dan sketsa/peta areal yang dimohon hasilnya 

disampaikan kepada Bupati/W alikota sebagai 

pertimbangan teknis. 

(5) Kepala BPKH atau pihak lain yang mewakili melakukan 

pengukuran, verifikasi lahan dan perpetaan dan hasilnya 

disampaikan kepada Bupati/Walikota sebagai 

pertimbangan teknis. 

(6) Bupati/ Walikota menerbitkan Keputusan IUPHHK-HTR 

kepada koperasi atas nama Menteri Kehutanan yang 

dilampiri peta areal kerja skala 1: 50.000 dengan tembusan 

Menteri Kehutanan, Dirjen BPK, Kepala Baplan dan 

Gubemur. 

(7) Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang menangani bidang 

kehutanan melaporkan kepada Menteri kehutanan, 
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rekapitulasi penerbitan Keputusan IUPHHK-HTR secara 

periodik tiap 3 (tiga) bulan. 

b. Pembiayaan HTR 

Permasalahan pelik dalam pembangunan HTR yakni persoalan 

dana. Maklum saja pembangunan hutan tanaman tidak bisa diagunkan 

(non collateral}, produksi kehutanan bersifat jangka panjang (non 

bankable) dan risiko usaha yang tinggi sehingga investor kurang 

tertarik dalan1 melakukan pembiayaan pembangunan hutan. Untuk 

mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah kemudian membentuk 

lembaga keuangan altematif dalam rangka mendukung pembangunan 

HTR. 

Pada 5 Februari 2007, Menteri Keuangan dan Menteri 

Kehutanan menyepakati terbentuknya Badan Pembiayaan 

Pembangunan Hutan (BP2H) yang merupakan salah satu instansi 

pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (BLU). Tugas dari BP2H adalah memfasilitasi 

pemberian pinjaman dana bergulir bagi pembangunan hutan; serta 

mencari dan mengelola dana hibah dari negara dan lembaga donor 

yang terkait dengan pembangunan hutan. Adapun pihak yang dapat 

memanfaatkan dana ini adalah Badan Usaha Milik Negara/ Badan 

Usaha Milik Swasta /Badan Usah Milik Daerah dan perusahaan 

patungan BUMN dengan BUMS atau Koperasi yang bergerak di 

bidang kehutanan, Koperasi dan Kelompok Tani Hutan dengan 
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persyaratan secara umum merupakan pemegang izin pemanfaatan 

hutan tanaman, tidak dalam daftar hitam dalam perbankan, memiliki 

tenaga teknis kehutanan, memiliki NPWP dan tidak mempunyai 

tunggakan pajak, serta memenuhi syarat untuk memperoleh pinjaman 

sesuai ketentuan yang diatur menteri kehutanan. 

Bunga pinjaman untuk Badan Usaha Berbadan Hukum 

dikenakan pada suku bunga yang berlaku di bank umum sedangkan 

untuk koperasi dan kelompok tani dikenakan bunga sesuai tingkat 

bunga yang perlaku di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Pengembalian pinjaman ini dilakukan setelah panen/daur tanaman 

dengan cara sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman/akad 

kredit. Bilamana terjadi penyimpangan maka akan diberlakukan 

sanksi seperti berikut. 

1) Dal am hal debitur BUMN/S/D jika tidak memenuhi kewajibannya 

sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman dikenakan sanksi 

denda sebesar 2% (dua persen) pertahun ditambah bunga dengan 

tingkat suku bunga yang berlaku pada bank umum per tahun. 

2) Dalam hal debitur Koperasi atau Kelompok Tani Hutan, ketua 

kelompok dan anggota kelompok tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman, dikenakan sanksi 

tanggung renteng untuk memenuhi kewajibannya. 

Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat erupakan kebijakan 

pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan (pro-poor), menciptakan 
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lapangan kerja baru (pro-job) dan ekonomi (pro-growth) sebagaimana 

menjadi agenda revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, 

sekaligus juga merupakan implementasi dari Kebijakan Prioritas 

Departemen Kehutanan dalam Revitalisasi Sektor Kehutanan dan 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Sektor kehutanan diharapkan 

dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, 

perbaikan lingkungan, mensejahterakan masyarakat dan memperluas 

lapangan kerja. 

c. HTR Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat 

Agenda penghapusan/pengentasan kemiskinan (pro-poor) 

diarahkan pada pemberian akses dan pengakuan legal atas usaha 

pemanfaatan Hutan Produksi melalui Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 

untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan sekitar 

hutan. Peranan sektor kehutanan dalam penurunan kemiskinan 

dilaksanakan dalam koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat melalui 

pemberian akses hukum ke pemamfaatan hutan dan pembiyaan yang 

luas dalam program pembangunan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dan 

penyaluran dana bergulir (revoll'ing funds) melalui Pusat Pembiyaan 

Pembangunan Hutan sejak 2007. 

Peningkatan program pemeberdayaan masyarakat yang tinggal 

di dalam/di sekitar hutan seperti Hutan Kemasyarakatan (HKm), 

Hutan Desa, Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan 

Rakyat Pola Kemitraan (HRPTK), Indstri Kayu Berbasis Hutan 
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Rakyat, Bina Desa Hutan dan Desa Konservasi Hutan terus dilakukan 

secara bertahap dan konsisten. Tentu saja peran hutan dan produk 

kehutanan dalam penurunan kemiskinan diatas tidak lepas dari 

program-program pro rakyat, seperti Program Nasional Pemberdayaan 

Masyarakat (PNPM) sebagai usaha pemerintah dalam kebijakan 

percepatan pertumbuhan ekonomi disertai distribusi pendapatan 

(growth with equity). Agenda penyediaan lapangan kerja (pro-job) 

dimaksudkan untuk menggerakkan ekonomi di perkotaan (sektor riil) 

berupa industri perkayuan dalam rangka menyerap tenaga kerja. 

Keberhasilan dalam peningkatan investasi dan ekspor hasil 

hutan sebagai wujud pertumbuhan ekonomi dan penurunan 

kemiskinan di atas, sekaligus juga memberikan sumbangan pada 

lapangan pekerjaan di hutan dan produk kehutanan berupa kayu, hasil 

hutan bukan kayu (rotan, getah, biji dan lainya) dan jasa lingkungan 

hutan ( ekowisata, keaneka ragaman hayati, perdagangan karbon) baik 

dalam skala besar maupun skala mikro. Hal ini terbentuk dalam wujud 

bergeraknya ekonomi kreatif di pedesaan maupun perkotaan yang 

menggunakan bahan baku kayu dan hasil hutan bukan kayu (HHBK) 

dan wisata alam berbasis keanekaragaman budaya lokal. Selain itu, 

peranan sektor kehutanan dalam mendukung pembangunan nasional 

dapat dilihat peranannya pada penyediaan lapangan kerja, dimana 

peranan sektor kehutanan merupakan salah sektor lapangan usaha 

yang menyerap angkatan kerja cukup besar. Pembangunan kehutanan 
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sejauh ini juga memiliki kontribusi yang besar terhadap pembangunan 

wilayah. Hal ini ditunjukkan dengan terbukanya wilayah-wilayah 

terpencil melalui ketersedian jalan bagi masyarakat di dalam dan 

sekitar hutan, bertambahnya kesempatan kerja, peningkatan 

pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat. 

Kendala yang terjadi dalam proses perizinan HTR di Kabupaten 

Bulungan terkait dengan kesalahan dalam penataan fungsi kawasan 

hutan. Sebagaimana diketahui bahwa areal hutan yang dicadangkan 

dalam HTR seharusnya berasal dari hutan produksi. Namun demikian, 

kenyataan yang terjadi menunjukkan bahwa masih banyak areal 

pencadangan HTR yang termasuk dalam kawasan hutan produksi 

terbatas. Hal ini tentunya menyebabkan kendala dalam perizinan. Dari 

pihak BP2HP telah melakukan verifikasi, akan tetapi izin HTR tidak isa 

diberikan karena kawasan termasukk dalam areal hutan produksi 

terbatas. Penyelesaian masalah kesalahan dalam penetapan fungsi 

kawasan ini membutuhkan waktu yang tidak dapat diperkirakan karena 

harus ada pengurusan perubahan fungsi hutan yang menjadi wewenang 

dari BPKH. 

Seharusnnya, masalah fungsi kawasan ini tidak terjadi mengingat 

penentuan calon lokasi areal HTR dimulai dengan penetapan 

pencadangan areal HTR yang dilakukan oleh Menteri Kehutanan. 

Penetapan ini dilakukan berdasarkan atas usulan Bupati dengan 

pertimbangan teknis dari Dinas Kabupaten. Berdasarkan pencadangan 
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tersebut selanjutnya Bupati atas nama Menteri Kehutanan dapat 

menerbitkan izin HTR kepada perorangan dan koperasi yang 

mengajukan permohonan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari 

Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BP2HP). 

Kendala yang ada terkait dengan fungsi kawasan mengakibatkan 

target implementasi kebijakan pengembangan HTR menjadi terhambat. 

Data di lapangan menunjukkan bahwa dari sekitar 300 yang sudah 

diajukan, hanya sekitar 90 yang sudah keluar izinnya. Kegiatan TR sediri 

sudah dimulai sejak tahun 2010. Pada tahun ini, implementasi kebijakan 

pengembangan HTR sudah dilaksanakan selama 5 tahun. Akan tetapi, 

jumlah izin yang telah diberikan sangat sedikit. Pada Renstra 

direncanakan sampai tahun 2019 izin HTR ditargetkan sampai 400.000 

izin. Namun sampai dengan tahun 2015 izin yang diberikan 

menunjukkan angka yang sangatjauh dari target tahun 2019. 

Pada tahun 2010, terdapat 3 surat usulan perihal izin HTR, salah 

satunya adalah dari Dinas Kehutanan Kah. Bulungan dengan Nomor 

S.522.1/391/Dishut-Il/2010. Dari ketiga usulan tersebut, yang 

memperoleh SK Pencadangan Areal HTR dari Menteri Kehutanan hanya 

usulan dari Dinas Kehutanan Kab. Bulungan, sesuai SK. 398/Menhut

Il/2010 tanggal 6 Juli 2010 seluas 2.090 Ha. Sementara untuk dua usulan 

lainnya hingga pada akhir tahun 2013 masih berproses di Kementerian 

Kehutanan. Sampai dengan pertengahan tahun 2014, perkembangan 

realisasi IUPHHK-HTR sudah mencapai 31 izin seluas 92 Ha dimana 
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keseluruhannya berada di wilayah Kabupaten Bulungan Provinsi 

Kalimantan Utara. 

Realisasi IUPHHK-HTR dari Tahun ke Tahun Sesuai SK 

Pencadangan Areal HTR No. SK. 398/Menhut-IV2010, luas yang 

dicadangkan untuk Kabupaten Bulungan adalah sebesar 2.090 Ha. Dari 

luas tersebut, izin IUPHHK-HTR yang sudah keluar sampai dengan saat 

ini sebanyak 31 izin seluas 92 Ha. Realisasi IUPHHK-HTR dari tahun ke 

tahun hingga tahun 2014 sebagai berikut. 

a. Tahun 2011: Setelah kegiatan verifikasi lahan pemohon, Balai 

memberikan rekomendasi terhadap 9 izin IUPHHK-HTR, yang 

kemudian dikeluarkan izinnya oleh Bupati atas 9 izin IUPHHK-HTR 

tersebut terhadap lahan seluas 29,03 Ha. 

b. Tahun 2012: Setelah kegiatan verifikasi lahan pemohon, Balai 

memberikan rekomendasi atas 22 izin IUPHHK-HTR, yang kemudian 

diberikan izinnya oleh Bupati atas 22 izin tersebut pada lahan seluas 

62,97 Ha. 

c. Tahun 2013: Terdapat sejumlah 55 pemohon IUPHHK-HTR seluas 

123,8 Ha. Keseluruhan areal telah diverifikasi Balai, tapi hingga kini 

Balai masih dalam proses dalam pemberian rekomendasi. 

d. Tahun 2014: Sampai dengan akhir Mei 2014, sudah terdapat 44 

pemohon IUPHHK-HTR, dimana kegiatan verifikasi areal pemohon 

tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada akhir tahun oleh Balai. 
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Berdasarkan basil penelitian, apabila dilihat dari target dan pencapaian 

dari implementasi kebijakan pengembangan HTR maka terlihat bahwa 

implementasi pengembangan HTR di Kabupaten Bulungan belum dapat 

dikatakan berhasil. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan kota dan 

kabupaten lain di Propinsi Kalimantan Utara maka dapat diketahui bahwa 

implementasi pengembangan HTR di Kabupaten Bulungan sudah memiliki 

proses yang lebih maju. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa implementasi 

kebijakan pencadangan areal HTR di Kabupaten Bulungan masih 

mengalami berbagai kendala. Kendala yang paling besar adalah dari 

pemanfaatan fungsi kawasan. Hal ini dapat terjadi karena kurangna 

komunikasi dan koordinas antar unit pada pemerintah pusat maupun daerah. 

Eyestone (1971) menjelaskan bahwa bahwa kebijakan administrasi publik 

dapat didefinisikan sebagai hubungan suatu unit pemerintah dengan 

lingkungannya. Terkait dengan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa 

implementasi kebijakan pencadangan areal HTR di Kabupaten Bulungan 

akan berjalan lebih baik lagi apabila ada hubungan yang baik dalam suatu 

unit pemerinta daerah dan lingkungannya. 

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa impementasi kebijakan 

pencadangan areal HTR belum mencapai maksud dan tujuan yag 

diharapkan. Anderson (1008) memberikan pengertian atas definisi kebijakan 

publik, sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan 

tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok 

42725.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



121 

aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang 

diperhatikan. Apabila ditinjau dari maksud dan tujuannya, maka kebijakan 

pencadangan areal HTR sudah memiliki maksud dan tujuan yang jelas, yaitu 

mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun demiian dalam pelaksanaannya 

implementasi kebijakan pencadangan areal HTR belum mampu 

memenuhimaksud dan mencapai tujuan yang diharapkan. 

2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan 

Pembangunan HTR di Kabupaten Bulungan 

Implementasi pengembangan HTR di Kabupaten Bulungan belum 

dapat dikategrikan berhasil. Hal ini dapat terjadi karena banyaknya faktor

faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Pendekatan 

yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan tentang 

pengembangan HTR adalah teori yang dikemukakan oleh George C. 

Edwards III, dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan 

sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat 

berhasil. Berdasarkan konsep yang dikemukakan ole Edward III, dapat 

diidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Faktor 

tersebut adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

Keempat faktor tersebut harus dilaksanakan secara simultan karena antara 

satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. 

Berdasarkan basil penelitian dapat diketahui faktor yang mendukung 

dan menghambat implementasi kebijakan pengembangan HTR di 

Kabupaten Bulungan. Adapun faktor yang mendukung implementasi 
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kebijakan pengembangan HTR di Kabpaten Bulungan adalah komunikasi 

dan disposisi. Komunikasi dalam implementasi pengembangan HTR di 

Kabupaten Bulungan sudah berjalan dengan baik. Transmisi dalam proses 

komunikasi cukup jelas dan konsisten. Pola komunikasi dalam implementasi 

kebijakan pengembangan HTR di Kabupaten Bulungan dimulai dengan 

sosialisasi oleh BP2HP kepada pemerintah daerah di kabupaten, kemudia 

juga kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pengembangan HTR 

selanjutnya, BP2HP juga menyediakan pendamping HTR guna menjamin 

agar masyarakat benar-benar memahami pelaksanaan pengembangan HTR. 

Menurut model yang dikembangkan oleh Edward III, ada empat faktor 

yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu 

kebijakan, yaitu faktor sumber daya, birokrasi, komunikasi, dan disposisi 

(Edward III, 1980). Keempat faktor tersebut berkaitan untuk menapai tujuan 

dari iplemenyasi kebijakan. Disposisi juga merupakan faktor pendukung 

dalam implementasi kebijakan pengembangan HTR. 

Disposisi terkait dengan pengangkatan birokrat dan insentif. Dalam 

hal pengangkatan birokrat, sudah dilaksanakan sesuai dengan Perdirjen Bina 

Usaha Kehutanan Nomor P.05/VI-BUHT/2012 Tentang Tata Cara Seleksi 

dan Pendampingan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. Dalam rangka 

mendukung keberhasilan pembangunan HTR sesuai P.55/Menhut-11/2011 

dapat dilakukan pendampingan untuk memberdayakan pelaku utama dan 

pelaku usaha dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat sehingga 

tercapai kemandirian usaha dan kesejahteraan masyarakat yang dicita-
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citakan. Mekanisme seleksi Tenaga pendamping HTR dan pelaksanaan 

pendampingan pembangunan HTR diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal 

Bina Usaha Kehutanan Nomor P.OSNI-BUHT/2012. Biaya operasional 

pendampingan HTR dibebankan pada anggaran pemerintah selama 3 tahun 

dan selanjutnya dibebankan pada pemerintah kabupaten/kota. 

Faktor yang menjadi penghambat bagi implementasi kebijakan 

pengembangan HTR adalah faktor sumber daya dan struktur organisasi. 

Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para 

pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan 

kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan 

program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat 

diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas

fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program 

seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak 

memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya 

program secara sempuma karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan 

dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang 

harus dilakukan meningkatkan skil//kemampuan para pelaksana untuk 

melakukan program. 

Aspek dari sumber daya yang masih kurang adalah kecukupan jumlah 

staf, wewenang, dan juga anggaran. Jumlah pendamping HTR di Kabupaten 

Bulungan dapat dikatakan belum memadai. dapat menyampaikan informasi 

tentang kebijakan pembangunan HTR di wilayah tersebut. Pembentukan 
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tenaga pendamping untuk masyarakat pengelola HTR sangatlah penting, 

sebagaimana Permenhut No.P.OSNl-BUHT/2012 tentang Tata Cara Seleksi 

dan Pendampingan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat, dengan tujuan 

meningkatkan 

pendampingan. 

kemampuan kelembagaan masyarakat melalui 

Dalam hal ini, BP2HP wilayah XIII Samarinda yang merupakan UPT 

Kementrian Kehutanan yang salah satu tugasnya adalah sebagai fasilitator 

terhadap terselenggaranya kebijakan pembangunan HTR di wilayah 

Provinsi kalimantan Timur. Tugas BP2HP Wilayah XIII Kalimantan Timur 

adalah memberikan bimbingan teknis terhadap sumberdaya manusia yang 

ada di kabupaten melalui pembimbingan dalam pelaksanaan kebijakan HTR 

sehingga petugas kehutanan di daerah dapat memahami apa isi dari 

kebijakan pemerintah tentang pembangunan HTR. Selain itu, BP2HP juga 

memfasilitasi pembentukan kelembagaan HTR di daerah sehingga nanti 

diharapkan akan mempermudah peserta HTR untuk mendapatkan dana 

bergulir dalam pengelolaan pembangunan HTR. Namun demikian, sampai 

dengan saat ini realisasi dana bergulir belum terlaksana. Hal ini disebabkan 

karena belum ada lembaga atau organiasi yang menampung dan 

mengakomodir kebutuhan masyarakat sasaran program HTR. 

Pihak perorangan dan koperasi yang telah mendapatkan izm HTR 

seharusnya dapat melakukan pembangunan HTR melalui pola mandiri, pola 

kemitraan, atau pola developer. Pola perorangan adalah HTR yang dibangun 

oleh pemegang IUPHHK-HT, pola kemitraan adalah HTR yang dibangun 
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oleh pemegang IUPHHK-HTR bersama dengan mitra berdasarkan 

kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh pemerintah/ pemerintah daerah 

agar terselenggara kemitraan yang saling menguntungkan, sedangkan pola 

developer adalah HTR yang dibangun oleh BUMN atau BUMS atas 

permintaan pemegang IUPHHK-HTR dan biaya pembangunannya menjadi 

tanggungjawab pemegang IUPHHK-HTR. 

Biaya pembangunan HTR dapat dibiayai secara swadaya oleh 

pemegang izin, maupun melalui lembaga pembiayaan keuangan yang lain. 

Pemerintah menyediakan pembiayaan pembangunan HTR melalui 

mekanisme fasilitas dana bergulir pinjaman yang dikelola oleh Badan 

Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 

P.36/Menhut-11/2012 tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana 

Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. BLU Pusat P2H 

adalah satuan kerja Kementerian Kehutanan yang menerapkan pengelolaan 

Badan Layanan Umum untuk pembiayaan pembangunan Kehutanan. Untuk 

kesalahan dalam pemanfaatan fungsi kawasan mana pihak pimpinan perlu 

mengadakan rapat pencapaian basil. 

Sumber dana pembangunan hutan berasal dari Dana Reboisasi dengan 

alokasi penggunaannya hanya untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan 

dan salah satunya adalah pembangunan HTR. Mekanisme penyaluran 

pinjaman dana bergulir pinjaman dapat melalui skema pinjaman, skema bagi 

basil dan pola syariah. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa 
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fasilitas juga masih menjadi kendala dengan kurangnya anggaran yang dapat 

digunakan masyarakat sasaran dalam pengembangan HTR. 

Faktor lainnya yang juga masih menjadi penghambat dalam 

implementasi kebijakan HTR di Kabupaten Bulungan adalah struktur 

birokrasi. Aspek struktur birokrasi yang menjadi penghambat adalah tidak 

lengkapnya SOP dan pennyebaran tanggung jawab. SOP adalah serangkaian 

instruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses 

penyelenggaraan administrasi organisasi, bagaimana dan kapan harus 

dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP merupakan suatu 

pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan 

fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator

indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur 

kerja, dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Dalam 

implementasinya, SOP program pengembangan HTR belum jelas tata 

waktunya, seingga dapat menghambat proses perizinan. 

3. Usaha-usaha untuk Menanggulangi Faktor-faktor Penghambat oleh 

Pemerintah dalam Pelaksanaan Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat 

(HTR) di Kabupaten Bulungan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengembangan 

HTR di Kabupaten Bulungan masih mengalami sejumlah kendala. Hal ini 

menyebabkan target perizinan HTR tidak dapat terpenuhi. Untuk itu, 

seharusnya pemerintah melaksanakan berbagai usaha untuk menangulangi 

faktor penghambat implementasi pengembangan HTR tersebut. Namun 
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demikian, berdasarkan hasil penelitian belum terlihat adanya usaha yang 

pasti dan sudah dilaksanakan dalam mengatasi faktor penghambat dalam 

implementasi pengembagan HTR. 

Belum adanya usaha yang pasti untuk mengatasi faktor penghambat 

implementasi pengembangan HTR dapat disebabkan karena evaluasi 

terhadap proses pengembangan HTR belum dilaksanakan. Belum ada 

keterangan yang pasti pula mengenai perencanaan atau penyusunan RKU 

dan RKT serta evaluasi terhadap perencanaan tersebut. Sebagaimana 

diketahui bahwa pemegang HTR yang telah memperoleh izin HTR wajib 

menyusun Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan 

Tanaman Rakyat selanjutnya disebut RKUPHHK HTR, yaitu rencana kerja 

untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTR yang berlaku daur tanaman pokok 

yang dominan, antara lain memuat aspek kelestarian hutan, kelestarian 

usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan pembangunan sosial ekonomi 

setempat. Selanjutnya, berdasarkan RKUPHHK tersebut pemegang HTR 

wajib menyusun rencana kerja tahunan yang disusun secara gabungan dalam 

satu kelompok pemegang IUPHHK-HTR dan/atau Koperasi dengan jangka 

waktu 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HTR. 

RKUPHHK-HTR dan RKTUPHHK-HTR ini menjadi dasar dan acuan 

pelaksanaan pembangunan HTR. 

Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak 

orang. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat 

mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan 

42725.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



128 

rnelakukan koordinasi yang baik. Menurut Edward III (1990), terdapat dua 

karakteristik yang dapat rnendongkrak kinerja struktur birokrasi ke arah 

yang lebih baik, yaitu dengan rnelakukan Standard Operating Prosedures 

(SOPs) dan rnelaksanakan fragmentasi. Narnun dernikian, sarnpai dengan 

saat ini belurn diternukan. Standard Operating Prosedures (SOPs) dan 

rnelaksanakan fragmentasi dapat dikenakan dengan udah. Dalarn 

pelaksanaannya pernbangunan HTR harus rnenggunakan teknik silvikultur 

yang sesuai dengan kondisi tapak, persyaratan ternpat turnbuh suatu jenis 

pohon, faktor sosial ekonorni dan budaya rnasyarakat seternpat. Sistern 

silvikultur yang dapat digunakan adalah Tebang Habis Permudaan Buatan, 

Tebang Habis Tanarn Jalur dan tebang rurnpang. Jenis tanarnan pada HTR 

berdasarkan P.55/Menhut-IV201 l pada prinsipnya terdiri dari tanaman 

pokok dan (tanaman hutan) dan tanarnan budidaya tahunan, dengan 

. komposisi tanarnan budidaya tahunan maksimal 40% dari areal kerja. Pola 

tanam yang dapat dikembangkan adalah pola tanaman monokultur, pola 

tanam carnpuran dan pola tanarn agroforestri yang disesuaikan dengan 

kondisi tapak seternpat. 

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pernbangunan HTR sesua1 

dengan ketentuan maka setiap 2 tahun IUPHHK-HTR dilakukan evaluasi 

oleh BP2HP, dalarn hal dimana pelaksanaan pembangunan HTR tidak 

sesuai dengan ketentuan, Bupati dapat membatalkan izin yang telah 

diterbitkan dan dapat menerbitkan perizinan kepada pemohon lain. Hal-hal 

yang menyebabkan dapat dicabutnya izin HTR berdasarkan Peraturan 
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Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-V2008 adalah (1) memindahkan 

izin HTR tanpa persetujuan tertulis pemberi izin (2) tidak melaksanakan 

kegiatan nyata di lapangan untuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak izin 

diberikan, atau (3) tidak menyusun RKUPHHK-HTR paling lambat 2 tahun 

setelah izin diberikan. 
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A. Simpulan 

BABV 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut, dapat di 

kemukakan kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang diajukan 

dalam penelitian ini, sebagai berikut. 

1. Implementasi kebijakan pengebangan HTR di Kabupaten Bulungan pada 

dasamya sudah dilaksanakan. Kabupaten Bulungan bahkan menjadi satu

satnya dari 14 kabupaten di Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan 

Utara yang telah memiliki areal pencadangan HTR. Namun demikian, 

dalam proses pelaksanaannya, implementasi kebijakan terkait 

pengembangan HTR mengalami kandala. Kendala yang dihadapi dalam 

implementasi kebijakan pengembangan HTR terkait dengan fungsi 

kawasan, dimana masih banyak areal pencadangan HTR yang termasuk 

dalam kawasan hutan produksi terbatas. Padahal, areal hutan produksi 

terbatas tidak boleh dijadikan sebagai HTR. Kendala lainnya adalah 

kurangnya kesiapan masyarakat dan lembaga ang mengakomodir kebutuhan 

masyarakat ketika megembankan HTR. Kesiapan masyarakat tersebut 

terkait dengan mindset, pola pikir, dan kultur masyarakat. Kurangnya 

kesiapan masyarakat tersebut terlihadat pada saat ada masyarakat yang telah 

memperoleh izin, namun tidak menggarap dan mengelola lahan tersebut. 
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2. Secara keseluruhan, ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi implementasi 

kebijakan pengembangan HTR di Kabupaten Bulungan, yaitu komunikasi, 

sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor yang menjadi 

pendukung dalam implementasi pengembangan HTR adalah komunikasi 

dan disposisi, sedangkan faktor yang menjadi penghambat dalam 

pengembangan HTR adalah sumber daya dan struktur birokrasi. 

3. Sampai dengan saat ini, belum ada usaha yang pasti dan mampu mengatasi 

faktor penghambat dalam implementasi pengembangan HTR di Kabupaten 

Bulungan. Belum adanya usaha yang pasti untuk mengatasi faktor 

penghambat implementasi pengembangan HTR dapat disebabkan karena 

evaluasi terhadap proses pengembangan HTR belum dilaksanakan. Selain 

itu, juga belum ada keterangan yang pasti mengenai perencanaan atau 

penyusunan RKU dan RKT serta evaluasi terhadap perencanaan tersebut. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, dapat direkomendasikan 

saran-saran sebagai berikut. 

1. Secara Teoritis 

Secara teoretis, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan 

pengembangan terhadap hasil-hasil penelitian ini. Pengembangan dapat 

dilakukan dengan melakukan perbandingan antara implementasi kebijakan 

pengembangan HTR yang terjadi di Kabupaten Bulungan dengan di daerah 

lain. 
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2. Secara Praktis 

a. BP2HP wilayah XIII Samarinda perlu melakukan evaluasi secara 

periodik terhadap pengembangan HTR. Selain itu, BP2HP harus 

memantau terlaksananya pengembangan HTR pada masyarakat sasaran 

yang telah memperoleh izin. Hal 1m perlu dilakukan agar 

penngembangan HTR dapat berjalan degan lancar dan mencapai tujuan 

yang diharapkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 

mengurangi tingkat pengangguran, serta menjaga kelestarian hutan. 

b. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan diharapkan dapat melakukan 

pembinaan dan pendampingan secara lebih teratur dan sistematis 

terhadap masyarakat sasaran dari kebijakan pengembangan HTR. 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan perlu melaksanakan 

pembinaan agar masyarakat sasaran mengembangkan HTR dengan 

tanaman-tanaman yang memiliki potensi dan nilai ekonomi tinggi di 

Kabupaten Bulungan. 

c. Masyarakat Kabupaten Bulungan, khususnya pemohon dan penerima 

izin pembangunan HTR diharapkan lebih aktif dan lebih serius 

mengembangkan HTR sehingga tujuan dari pembangunan HTR dapat 

tercapai. Masyarakat dapat memanfaatkan lahan yang telah diperoleh 

untuk pengembangan HTR sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku. 
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Lampiran 1. Kerangka Acuan Data Penelitian 

Dimensi 
Jenis Data & Teknik Analisis 

Variabel lndikator Parameter 
Unit Analisis Data Data 

Sumber Daya Staf Kecukupan (jumlah) dan - Jumlah stafyang ada - Data primer Deskriptif 

kualifikasi (kemampuan - Jumlah kualifikasi - Data sekunder kualitatif: 

dan keterampilan) yang dimiliki - reduksi data 

Informasi Segala keterangan dalam - - penyajian data, 

bentuk tulisan atau pesan, etersediaan informasi - verifikasi data 

pedoman, petunjuk dan -

tata cara pelaksanaan enis informasi 

Wewenang Kewenangan karena -
kesesuain program dengan entuk kewenangan 

lembaga pelaksana yang dimiliki 
-kebijakan. 

enis kewenangan 
yang dilaksanakan 

Fasilitas Fasilitas bergerak - Ketersediaan fasilitas 

Fasilitas tidak bergerak -
umlah dan jenis 
fasilitas yang ada 

Komunikasi Transmisi/ Pembuat kebijakan dan - Proses penyampaian - Data primer Deskriptif 
penyampaian pelaksana kebijakan komunikasi - Data sekunder kualitatif: 

komunikasi Pelaksana kebijakan dan - Bentuk penyampaian - reduksi data 
masyarakat komunikasi - penyajian data, 

Kejelasan Struktur organisasi - Pembagian unit-unit - verifikasi data 

Pembagian kewenangan kerja 

Hubungan antar unit-unit - Pembagian tugas dan 

organisasi yang ada dalam tanggungjawab 

organisasi yang 
- Pola hubungan 

organisasi yang ada 
bersangkutan 
Hubungan organisasi 
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dengan organisasi luar. 

Disposisi I Pengangkatan Penempatan staf-staf - Bentuk dukungan - Data primer Deskriptif 

Sikap birokrasi pendukung kebijakan dalam pelaksanaan - Data sekunder kualitatif: 
kebijakan - reduksi data 

- Dampak dari - penyajian data, 
penempatan staf-staf 
pendukung kebijakan - verifikasi data 

Insentif Alokasi anggaran -
umlah ketersediaan 
anggaran 

-
entuk insentif 

Struktur SOP (Standard Pedoman baku tentang - Ketersediaan SOP - Data primer Deskriptif 

Birokrasi Operational prosedur tata cara - Bentuk SOP - Data sekunder kualitatif: 

procedure) pelaksanaan kebijakan - reduksi data 

masing-masing elemen - penyajian data, 

organisasi (unit kerja) - verifikasi data 

Fragmentasi Struktur organisasi - Pembagian unit-unit 

Pembagian kewenangan kerja 

Hubungan antar unit-unit - Pembagian tugas dan 

organisasi yang ada dalam tanggungjawab 
- Pola hubungan 

orgamsas1 yang organisasi yang ada 
bersangkutan 
Hubungan organisasi 

dengan organisasi luar. 
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Lampiran 2-Pedoman Wawancara 
PEDOMAN WA WAN CARA 

(Kepada Pihak BP2HP dan Pemerintah Kabupaten Bulungan) 

1. Apa yang Anda pahami mengenai kebijakan Keputusan Menteri Kehutanan 
SK.398/Menhut-II/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR) Kabupaten Bulungan? Jelaskan! 
Jawaban: 

2. Bagaimana proses implementasi Keputusan Menteri Kehutanan 
SK.398/Menhut-II/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

3. Bagaimana kesiapan pihak pemerintah daerah dalam implementasi Keputusan 
Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

4. Menurut Anda, apakah tujuan dilaksanakannya kebijakan tersebut? 
Jawaban: 
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5. Apakah faktor-faktor yang mendukung implementasi Keputusan Menteri 
Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

6. Apakah dalam implementasi Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-
11/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 
Kabupaten Bulungan masih ditemui hambatan? Mohon jelaskan mengenai 
hambatan tersebut! 
Jawaban: 

7. Upaya apakah yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan 
Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan masih ditemui 
hambatan? 
Jawaban: 

8. Apakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam implementasi 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-Il/2010 Tentang Pencadangan 
Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan sudah mampu 
mengatasi hambatan yang ada? 
Jawaban: 
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9. Bagaimanakah dampak implementasi Keputusan Menteri Kehutanan 
SK.398/Menhut-II/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR) Kabupaten Bulungan terhadap kesejahteraan masyarakat? 
Jawaban: 

10. Bagaimanakah keberhasilan implementasi Keputusan Menteri Kehutanan 
SK.398/Menhut-II/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR) Kabupaten Bulungan apabla ditinjau dari segi pemberdayaan 
masyarakat? 
Jawaban: 

11. Bagaimanakah penyaluran informasi antara pihak yang terkait dengan 
implementasi Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang 
Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

12. Bagaimanakah penyampaian informasi dan sosialisasi kepada masyarakat 
terkait dengan implementasi Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-
11/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 
Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

13. Bagaimanakah kejelasan informasi terkait dengan implementasi Keputusan 
Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 
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Jawaban: 

14. Apakah informasi terkait dengan implementasi Keputusan Menteri Kehutanan 
SK.398/Menhut-IV2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR) Kabupaten Bulungan sudah konsisten? 
Jawaban: 

15. Apakah pihak pemerintah daerah memiliki staf dalam jumlah yang cukup 
untuk mendukung implementasi Keputusan Menteri Kehutanan 
SK.398/Menhut-IV2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

16. Apakah staf yang dimiliki pihak pemerintah daerah memiliki kualifikasi yang 
memadai untuk implementasi Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-
11/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 
Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

17. Apakah ada informasi yang jelas untuk masyarakat mengenai implementasi 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan 
Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan dari pihak 
pemerintah daerah? 
Jawaban: 
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18. Dalam bentuk apakah informasi mengenai implementasi Keputusan Menteri 
Kehutanan SK.398/Menhut-IV2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

19. Apakah pihak pemerintah daerah memiliki kewenangan khusus dalam 
implementasi Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang 
Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

20. Bagaimana jenis kewenangan pihak pemerintah daerah dalam implementasi 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan 
Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

21. Apakah fasilitas yang tersedia untuk implementasi Keputusan Menteri 
Kehutanan SK.398/Menhut-IV2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan cukup memadai? 
Jawaban: 
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22. Apa saja jenis fasilitas yang tersedia dan apakah jumlahnya cukup untuk 
implementasi Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-IV2010 Tentang 
Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

23. Bagaimanakah proses penyampaian dan bentuk komunikasi an tar pihak 
pelaksana dalam implementasi Keputusan Menteri Kehutanan 
SK.398/Menhut-IV2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

24. Menurut Anda, apakah pembagian unit kerja sudah baik dalam implementasi 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-II/2010 Tentang Pencadangan 
Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR} Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

25. Bagaimanakah pembagian tugas dan tanggungjawab dalam implementasi 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-II/2010 Tentang Pencadangan 
Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

26. Bagaimanakah pola hubungan antara pihak pemerintah daerah dengan 
masyarakat dalam implementasi Keputusan Menteri Kehutanan 
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SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

27. Apakah pihak pemerintah daerah memperoleh dukungan dalam implementasi 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan 
Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

28. Adakah dampak dari penempatan staf yang mendukung implementasi 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan 
Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan bagi pemerintah 
daerah? 
Jawaban: 

29. Bagaimanakah ketersediaan anggaran untuk implementasi Keputusan Menteri 
Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan oleh pemerintah daerah? 
Jawaban: 

30. Bagaimanakah insentif bagi pihak terkait dalam implementasi Keputusan 
Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-Il/2010 Tentang Pencadangan Areal 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan oleh pemerintah daerah? 
Jawaban: 
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31. Apakah ada SOP dalam implementasi Keputusan Menteri Kehutanan 
SK.398/Menhut-II/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR) Kabupaten Bulungan oleh pemerintah daerah? 
Jawaban: 

32. Apabila ada, bagaimanakah bentuk SOP dalam implementasi Keputusan 
Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-II/2010 Tentang Pencadangan Areal 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan oleh pemerintah daerah? 
Jawaban: 

33. Bagaimanakah pembagian unit-unit kerja dalam organisasi pemerintah daerah 
untuk melakukan implementasi Keputusan Menteri Kehutanan 
SK.398/Menhut-II/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

34. Bagaimanakah pembagian tugas dan tanggung jawab dengan instansi 
pemerintah daerah dalam implementasi Keputusan Menteri Kehutanan 
SK.398/Menhut-II/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 
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35. Bagaimanakah pola hubungan dengan instansi pemerintah daerah dalam 
implementasi Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-II/2010 Tentang 
Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

36. Apa saja upaya pemerintah daerah dalam menangani kendala/hambatan yang 
terjadi dalam implementasi Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut
II/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 
Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

37. Apa saja yang telah berhasil dicapai dalam pelaksanaan implementasi 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-II/2010 Tentang Pencadangan 
Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan tersebut? 
Jawaban: 

38. Bagaimanakah tujuan strategis/target kerja yang ditetapkan oleh pemerintah 
daerah dalam mengimplemetasikan kebijakan Keputusan Menteri Kehutanan 
SK.398/Menhut-Il/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 
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39. Apa harapan anda selaku pemerintah daerah dalam implementasi Keputusan 
Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-II/2010 Tentang Pencadangan Areal 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

40. Menurut Anda, apakah implementasi Keputusan Menteri Kehutanan 
SK.398/Menhut-IV2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR) Kabupaten Bulungan sudah dapat dinyatakan berhasil? 
Jawaban: 
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PEDOMAN WA WAN CARA 
(Kepada Masyarakat Pemohon HTR/Pendamping) 

1. Apakah pendapat anda tentang dilaksanakannya implementasi Keputusan 
Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

2. Apakah anda setuju dengan adanya implementasi Keputusan Menteri 
Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan tersebut? Alasanya? 
Jawaban: 

3. Menurut Anda selaku masyarakat apa dampak positif dari implementasi 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan 
Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan tersebut? 
Jawaban: 

4. Bagaimana tahapan implementasi Keputusan Menteri Kehutanan 
SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat 
(HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 
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5. Apakah anda mendapat kesulitan dalam implementasi Keputusan Menteri 
Kehutanan SK.398/Menhut-Il/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

6. Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dalam 
menangani implementasi Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-
11/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) 
Kabupaten Bulungan? Apakah sudah cukup memuaskan? 
Jawaban: 

7. Apa saja kekurangan yang anda rasakan dalam implementasi Keputusan 
Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 

8. Apakah anda mendapatkan cukup informasi tentang implementasi Keputusan 
Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-Il/2010 Tentang Pencadangan Areal 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 
Jawaban: 
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9. Apakah fasilitas yang diberikan dalam implementasi Keputusan Menteri 
Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan sudah cukup baik? 
Jawaban: 

10. Apa harapan anda selaku masyarakat dengan adanya implementasi Keputusan 
Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan tersebut? 
Jawaban: 
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Lampiran 3-Transkrip Hasil Wawancara 

WA WAN CARA DEN GAN PIHAK BP2HP 

P Saya dari mahaasiswa Universitas Terbuka Pak, atau UT, ingin menanyakan 
perkembangan tentang HTR di Kabupaten Bulungan, sesuai dengan 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-IV2010 tetang HTR 
Kabupaten Bulungan. Nah, mungkin pertanyaan yang bisa saya kemukakan 
ada beberapa hal Pak, yang itu, tentang, mungkin bertahap Pak. Pertama 
tentang pemahaman mengenai HTR dan bagaimana proses pelaksanaan 
sesuai peraturan yang ada Pak. 

I Ya, terimakasih Pak Jalal, jadi begini, HTR ini kan <lulu muncul sebagai 
jawaban atas persoalan-persoalan masyarakat di sekitar hutan, sehingga 
semangatnya waktu itu ada pro-poor, pro-job, pro-environment dan apa 
satu lagi itu, saya lupa. Artinya begini, di beberapa tempat di sekitar 
kawasan hutan itu kan kesejahteraan masyarakat masih rendah, yang kedua 
juga, lapangan pekerjaan kan terbatas, sehinga diharapkan dengan HTR ini 
bisa menampung tadi, menampung adanya tenaga kerja di sekitar kawasan 
hutan dan juga bisa mendorong untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. 

P Itu latar belakangnya ya Pak. 

I Ya, latar belakangnya seperti itu 

P Kalau proses pelaksanaannya bagaimana Pak? 

I Dengan latar belakang seperti itu ada beberapa kegiatan yang menjadi 
tindak lanjut dari permasalahan itu. J adi Kementrian Kehutanan sudah 
banyak mengeluarkan regulasi itu. Di tingkat lapangan, kami di BP2HP itu 
pada awalnya melakukan sosialisasi, baik kepada pemerintah daerah, 
kabupaten, dan juga kepada masyarakat. Artinya, kita membangun 
pemahaman yang sama, dan juga menyiapkan masyarakat, HTR ini 
kedepannya seperti apa dan apa yang harus dilakukan masyarakat untuk 
terlibat di dalam HTR. Di Kaltim Kaltara itu hampir semua sudah pemah 
BP2HP lakukan untuk sosialisasi tadi. Sebagai kegiatan awalnya begitu, dan 
dari 14 kabupaten kota di Kaltim Kaltara ini, yang sudah ada 
pencadangannya itu memang baru di Bulungan, 2015 ini ada juga yang di 
Kutim. Dan yang sudah proggress-nya lebih maju itu yang di Bulungan. Di 
Bulungan itu dari sekitar 300 yang sudah diajukan, ada sekitar 90 yang 
sudah keluar izinnya. 
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P Kalau kaitannya dengan kesiapan Pak, untuk BP2HP tadi, untuk 
pelaksanaannya, sumber daya manusianya Pak. Kalau kesiapan regulasi kan 
sudah, termasuk anggaran itu bagaimana Pak? 

I Jadi di dalam proses pembangunan HTR tadi, peran BP2HP itu kan, satu, 
melakukan sosialisasi tadi. Kemudian, atas permohonan dari masyarakat itu 
kita melakukan verifikasi. Kemudian nanti kita juga memfasilitasi dalam 
penyusunan RKU dan RKT-nya. Jadi dari sisi angaran itu sudah kita 
siapkan, termasuk nanti di dalam pendampingan masyarakatnya, dalam 
pembangunan HTR itu juga anggaran disiapkan oleh BP2HP. Namun 
demikian begini, bahwa ada beberapa tantangan yang ada di dalam 
pengembangan HTR. Di satu sisi misalnya begini, pencadangan ini dulu, 
betul-betul didasarkan pada kebutuhan masyarakat atau tidak. Ini nanti 
soalnya berkaitan dengan kendala-kendala di dalam pembangunannya. 
Termasuk misalnya begini, sudah dicadangkan tapi belum bisa diproses 
sampai ke izin tadi, karena kadang-kadang masyarakat juga belum siap. 
Kemudian, kalau dari sisi SDM saya kira ini tidak diperlukan suatu 
kompetensi khusus untuk mendorong pembangunan HTR tadi. Karena kita 
sudah memfasilitasi tadi. Peran terbesar adalah di pendamping tadi dan di 
masyarakat. Oleh karena itu, si pendamping tadi sebelum ditunjuk jadi 
pendamping itu kita beri pembekalan, ada semacam diklatnya, dan itu juga 
sudah dilakukan oleh BP2HP. Khusus misalnya kasus di ... atau persoalan di 
Bulungan itu, itu adalah ada permohoman yang sudah kita verifikasi namun 
demikian belum dapat diterbitkan rekomendasi, itu berkaitan dengan fungsi 
kawasan yang tidak sesuai, begitu. 

P Berkaitan dengan fungsi kawasan ya Pak? Berarti itu salah satu faktor yang 
mendukung atau penghambat ya Pak? 

I Iya, itu salah satu kendala dalam proses pemberian izin legal tadi, adanya 
fungsi kawasan yang tidak tepat tadi. Jadi begini, arahan pemanfaatan 
kawasan itu, bahwa untuk hutan produksi ini kan boleh menjadi izin usaha 
hutan alam, izin usaha hutan tanaman, maupun izin usaha areal restorasi 
ekosistem. Kalau di kawasan hutan produksi terbatas (HPT) ini kan hanya 
boleh izin usaha hutan alam dan izin usaha areal restorasi ekosistem. Dalam 
persoalan yang diajukan masyarakat Bulungan, ini ada beberapa kawasan 
yang statusnya HPT tadi. Padahal HPT kan tidak boleh menjadi izin usaha 
hutan tanaman termasuk HTR tadi, sehingga rekomendasi waktu itu belum 
bisa dikeluarkan. Nanti solusinya ini saya rasa perlu dibicarakan dengan 
BPKH, karena yang mempunyai kewenangan terhadap penetapan status 
kawasan itu kan BPKH, kalau saya ya menyarankan bahwa terhadap HPT, 
HPT tadi yang notabene sudah masuk pencadangan tadi, karena sudah 
masuk pencadangan, itu dirubah fungsinya menjadi hutan produksi sehingga 
bisa diberikan izin HTR-nya. 

P Tapi untuk melakukan perubahan itu diperlukan waktu mungkin ya Pak? 
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I Ini memang nanti ada tahapnya, artinya perlu diusulkan oleh BPKH kepada 
pusat, kepada Menteri Kehutanan, karena kewenangannya nanti di Menteri 
Kehutanan menurut saya untuk perubahan fungsi kawasan ini. 

P Sehingga waktu yang diperlukan pun belum kita tahu prosesnya ya Pak? 
Sehingga berjalannya HTR itu kan masih terhambat. 

I Saya yang tidak memahami ini, apakah ada tata waktunya dalam perubahan 
fungsi kawasan ini. Misalnya saya begini, kalau untuk perizinan kan sudah 
ditentukan waktunya, misalnya minimal sekian hari itu sudah selesai, 
begitulah, jadi yang untuk perubahan fungsi kawasan itu bagaimana tata 
waktunya itu saya tidak tahu. 

P Kalau yang ini Pak, untuk hambatan tadi, termasuk yang fungsi kawasan, 
termasuk juga mungkin masyarakat, kalau yang faktor pendukung 
pelaksanaannya, termasuk apa saja Pak? Faktor yang bisa mendukung 
pengembangan HTR? Tadi kan sudah termasuk anggaran, sumber daya 
manusia. 

I Secara makro, menurut saya adalah adanya keberpihakan pemerintah pusat 
kepada peran kehutanan di dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. 
Sekarang itu kan ada pencadangan 12, 7 hektar yang nanti untuk perhutanan 
sosial, termasuk nanti di dalamnya HTR itu. Kemudian, yang lainnya, di 
beberapa tempat ini masyarakat kan memang perlu lahan tadi. Sehingga 
melalui skema HTR ini kita memberi hak kelola bagi masyarakat untuk 
berusaha. 

P Kalau dampak terhadap masyarakatnya tadi bagaimana Pak? Dampak 
terhadap perkembanan HTR itu nanti terhadap masyarakat itu bagaimana. 
Jadi dampak dalam pencapaian tujuannya bagaimana Pak? 

I Ya, itu tadi. Jadi kan <lulu dengan pemahaman bahwa sektor kehutanan itu 
harus pro-poor tadi, mensejahterakan masyarakat, harapannya HTR ini 
menjadi aset yang bisa digunakan masyarakat untuk meningkatkan 
kesejahteraannya. Disitu mereka bisa melakukan budidaya, bisa melakukan 
usaha yang hasilnya bisa dijual dan sebagainya. Karena itu, ya peningkatan 
kapasitas masyarakat itu sangat perlu. 

P Terus penyaluran informasi terhadap, maksudnya koordinasi antar 
pemerintah, baik pemerintah kabupaten, propinsi, dan masyarakat itu 
sendiri. Sistem informasinya bagaimana Pak? 

I Jadi begini mas, jadi pencadangan itu berdasarkan kebutuhan masyarakat. 
Diharapkan kawasan itu juga berdekatan dengan tempat tinggal masyarakat. 
Sehingga nanti bisa dikelola oleh masyarkat. Menghindari juga, itu nanti 
pengamanan terhada kawasannya seperti apa. Itu kalau tinggalnya j auh 
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bagaimana penamanannya. Berkaitan juga dengan nanti bagaimana kita 
menekan biaya untuk pelaksanaannya. Jadi terhadap kawasan-kawasan yang 
sudah dicadangkan tadi, itu kita mensosialisasikan kegiatannya apa. Dan itu 
kita lakukan, di semua kabupaten. Dalam sosialisasinya itu dibahas, apa 
yang boleh dilakukan dalam HTR, karena nanti kalau dibentuknya sawit ini 
kan sementara masih belum diperkenankan. Kemudian tahapannya apa saja, 
itu juga diinformasikan disana. Jadi orang setelah diberikan izin, itu nanti 
yang dilakukan apa-apa itu ada. Diinformasikan bahwa ada menyusun RKU, 
menyusun RKT, itu nanti didampingi oleh pendamping tadi. 

P Intinya di pendamping itu ya Pak? 

I Iya, intinya di pendamping tadi. Memang akan lebih baik kalau misalnya 
begini, pendamping itu nanti aktif menginformasikan kepada kabupaten, 
kepada BP2HP, mengenai progress kegiatan tadi. Termasuk persoalan
persoalan tadi, atau target yang tidak tercapai. Misalnya di kegiatan mau 
nanam apa, mau nanam ini tadi tidak tercapai, nah ini nanti pendamping tadi 
harus bisa menidentifikasi apa persoalan-persoalannya itu. ltulah yang kita 
bahas. 

P Jadi kunci keberhasilannya kepada masyarakat itu yang paling pokok di 
pendampingnya berarti ya Pak? 

I Iya, kerjasama pendamping dengan masyarakat tadi. Ibaratnya begini, kalau 
pendamping sudah memberikan arahan, memberikan bekal, tapi masyarakat 
tidak bergerak itu kan menjadi gagal. Yang harus kita cegah itu, masyarakat 
nanti hanya berhenti sampai di tahap memiliki hak kelola itu tadi, tapi tidak 
dikelola. Jadi terjadi masalah kalau masyarakat berhenti sampai 
mendapatkan hak kelola itu tadi, jadi lahan tidak diolah. 

P Untuk ini kan, kalau di Kabupaten Bulungan kan ada fungsi pembinaan Pak, 
jadi seharusnya fungsi pembinaan itu apa saja yang dikerjakan Pak, 
pembinaan dilakukan dalam hal apa saja agar HTR itu lebih cepat berhasil 
mencapai tujuan yang diharapkan? 

I Jadi input untuk usaha di kawasan hutan itu kan besar, berbeda kalau kita di 
lahan pertanian yang sudah siap. Di kawasan hutan itu kan kita membuka 
saja sudah harus mengeluarkan biaya. Kemudian mengamankannya juga 
susah, karena kan jauh dari tempat tingga, penamanan oleh masyarakat, 
penamanan terhadap hama. Sehingga begini, jadi usaha yang dilakukan 
masyarakat tadi harus diarahkan agar bisa menguntungkan. Dan itu nanti 
yang bisa mendorong, bisa megevaluasi kan mungkin di pemerintah daerah. 
Artiya begini, kalau sebuah kegiatan HTR itu nanti menghasilkan, 
bagaimana pasamya ada tau tidak, itu pemerintah yang membina. Ibaratnya 
begini, orang nanti menanam karet, tapi pasamya karet itu tiak ada, ini kan 
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mubazir. Orang misalnya menanam tumpangsari dengan tanaman pertanian, 
isalnya nanas atau buah naga, tapi kalau pasamya tidak ada 

P Itu menjadi masalah nantinya ya Pak. 

I Iya, termasuk nanti perlunya kalau misalnya sudah produk itu, pasca 
panennya nanti. Kalau jual langsung mungkin nilainya tidak tinggi 
mungkin. Keudian terns nanti diarahkan juga ke tanaman buah-buahan. 
Atau seperti durian itu kan juga mahal. Nah, punya atau tidak kapasitas 
masyarakat unuk menanamnya. Tau atau tidak itu jenis-jenis yang unggul 
atau yang cepat berbuah, dan lain sebagainya. Kalau ditanam dari biji kan 
nanti berbuahnya 20 tahun yang akan datang. Nah itu dari pemerintah 
daerah yang harns membina seperti itu, menginformasikan kepada 
masyarakat, gunakanlah bibit yang nanti produksinya cepet. Lima tahun 
sudah berbuah. Bibit unggul, bibit bersertifikan. Begitu kira-kira. 

P Terns untuk pemerintah sendiri, yang pemerintah pusat, termasuk BP2KP 
ini Pak, kalau untuk SOP dalam proses HTR bagaimana Pak? 

I Pengajuan HTR itu sebenamya diatur mealui peratuan Menterinya. Artinya 
itu tahapannya, pencadangan, kemudian di dalam pencadangan itu dilampiri 
apa saja itu, KTP pemohon, skesa areal, peta, dan sebagainya itu sudah ada. 
Cuma memang kalau yang dimaksud itu SOP tata waktunya itu bagaimana 
dari ini, saya rasa memang belum pemah dibuat. Dan saya kira perlu itu, 
artinya nanti instansi-instansi yang telibat disitu juga bisa menyusun 
kegiatannya beradasarkan SOP tadi. Kalau sudah melebihi SOPnya kan 
ketahuan. Ini kalau tidak ada SOP yang membatasi seperti tadi kan 
dikhawatirkan itu menjadi perizinannya-perizinan meenjadi lama, proses
proses birokrasinya menjadi panjang, begitu kan. 

P : SOP ini kan menjadi pegangan kita Pak 

Iya 

P Tapi tidak keluar dari peraturan yang ada. Intinya begitu Pak? 

I Ya itu tadi, aturan ini, tahapan-tahaannya itu sudah dibuat, artinya setelah 
dicadangkan, barn nanti diajukan izinnya, dari pengajuan diverifikasi oleh 
BP2HP, BP2HP memberikan rekomendasi barn nanti pemerintah 
menerbitkan izin itu ada. Tapi di masing-masing tahapannya itu waktunya 
berapa itu, itu saya kira yang perlu diskemakan dalam SOP tadi 

P Itu kan waktu, dan sumber daya manusinya sendiri Pak. 

I Iya, siapa yang menangani, betul itu. 
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P Sehingga dalam pengembangan bisa terjadi percepatan 

I Betul 

P Kalau dikatakan HTR ini dari pemerintah berhasil bisa tidak Pak? Dalam 
bentuk sekarang. Ada izin di 31 Kabupaten 

I Ini, ya ini namanya, parametemnya saja begini. Kalau kita berkaca pada 
bahwa kegiatan ini dimulai sejak tahun 2010, sekarang sudah 5 tahun, saya 
nilai ya kurang berhasil. Pengertian kurang berhasilnya itu begini, dilihat 
dari pencadangannya saja, misal di Bulungan saja sekitar 3000. 

P 2090 Pak 

I 2090, ini yang sudah keluar izinnya kan kurang dari 100. 

P I ya, kurang dari 100 

I Yang diajukan dalam proses pengajuan mungkin ya sekitar 150. Itu kan 
masih jauh dari yang dicadangkan. Kemudian, terhadap yang sudah keluar 
izinnya, apakah ini sudah mengarah kepada yang tadi? Usaha yangpro-poor 
tadi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, saya rasa juga belum karena 
kan tanamannya disitu yang mempunyai nilai ekonomi itu belum kelihatan 
tanaman dari masyarakat itu. Dari sisi itu saya kira ya masing banyak PR 
lah. Masih banyak yang perlu dilakukan. Bagaimana mendorong masyarakat 
tadi. 

P Mengingat izinnya itu kan 60 tahun ya Pak? 

I 35 tahun 

P Iya, 35 tahun boleh diperpanjang, maka dengan keadaan begini terus 
peraturan juga kadang berubah, itu kan memerlukan waktu, sehingga kalau 
dihitung-hitung bisa 10 tahun belum tentu juga, regulasi, apa juga kalau 
disiapkan. Lantas, kalau tujuan strategis kaitan dengan pemerintah sendiri 
bagaimana Pak. Atau target kerja terhadap HTRnya? 

Jadi dulu itu ada di Renstra itu ada diharapkan sampai tahun 2019 kalau 
tidak salah, kita itu, izin HTR itu sampai 400.000 kalau tidak salah, cuma itu 
kan masih jauh dari angka itu lab. Dan kembali lagi bagaimana kita 
mendorong mindset, pola pikir masyarakat tadi. Anda sudah dimodali 
kawasan begini, ini diharapkan bisa dijadikan untuk Anda kembangkan. 
Tapi bagaimana kalau dikasih kawasan tapi tidak diapa-apakah oleh 
masyarakat, itu bagaimana? Makanya pendamping tadi harus mendorong. 
Kalau memang nanti dievaluasi sampai tahun sekian tapi tidak ada hasil, 
jadi izinnya lebih baik diberikan kepada yang serius. Saya bayangkan 
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seperti di Jawa itu begini, banyak orang yang menyewa lahan, karena 
mereka mau menanam tanaman kehutanan, tanaman Sengon, nanam Jabon. 
Disini ini, realnya saja sudah dipinjemi, kok tidak dikerjakan. Di Jawa, yang 
harus nyewa saja banyak yang melakukan. 

P Malah memperebutkan ya Pak? 

I lya, nyewa saja mau disana, disini dipinjemi tidak dikerjakan. Makanya izin 
tadi pengembangannya menjadi apa, itu pemerintah daerah yang harus 
berperan. 

P Kalau ini Pak, untuk pemberdayaan masyarakat terhadap pencadangan ini, 
misalnya seperti yang dikatakan tadi. Pencadangan ini memiliki fungsi 
ekonomi untuk masyarakat itu sendiri? Jadi maksudnya tujuan dari 
pembangunan HTR ini apakah bisa dikatakan untuk pemberdayaan 
masysaakat itu sendiri? 

Iya, jelas. Ini kan areal pencadangan, di sekitamya kan ada masyarakat. 
Harapannya, areal pencadangan tadi mendorong masyarakat itu kan punya 
hak kelola, hak aset intuk memberdayakan kawasan itu tadi. Ini skema 
pemberdayaannya kan mau seperti itu, sehingga masyarakat kalau sudah 
mengelola ini tidak lagi muncul pikiran-pikiran untuk katakanlah 
menggangu kawasan hutan yang lain dan lain sebagainya, untuk merambah 
di tempat lain. Tapi mayarakat sudah fokus untuk mengelola areal yng 
sudah dicadangkan tadi, sehingga secara meluas ini kita harapkan kan bisa 
meningkatkan pengamanan kawasan hutan tadi. 

P Jadi pada akhimya untuk menjaga kelestarian hutan mungkin ya Pak? 

Iya, kelestarian hutan lah. Jadi masyarakat sendiri sudah dikasih bagian. 
Anda kan nanti bekerja disini. Di tempat itulah nanti Anda berusaha dan 
juga diharapkan meningkatkan kesejahteraan, jadi produktif. Ya mungkin 
itu yang diharapkan. 

P Baik Pak, mungkin itu, mohon maaf sudah mengganggu waktunya. 

Tidak apa-apa Pak, saya senang aja kok ngobrol-ngobrol begini. Ya 
mungkin itu tadi, mungkin bagi kami BP2HP harus banyak komunikasi 
dengan pendamping tadi lah. Artinya, apa kendala di lapangan, apa yang 
diinginkan masyarakat itu tadi, dan juga seperti ini kan dikaitkan juga 
dengan statistik yang di Bulungan sendiri. Bulungan itu kurangnya apa? 
Potensi yang sedang dinilai ekonominya bagus itu apa? Jadi masyarakat 
untuk mengembangkan HTR itu didorongnya kesana. J adi misalnya begini, 
kalau tanaman duku itu nilai jualnya tinggi, maka siapkan bibit duku untuk 
ditanam masyarakat HTR dan itu cepat berbuah. 
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P Perencanaannya harus lebih baik ya Pak? 

I Ya itu, kalau memang HTR itu diarahkan untuk apa. Kecuali kalau memang 
HTR itu hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar ya itu tadi, 
tanaman pokok berarti singkong, padi, disiapkan. Itu hanya sekedar untuk 
sekedar mencukupi kebutuhan dia. 

P Apalagi sistem kalau untuk HTR sekarang kan sistem kombinasi 60-40% itu 
ya Pak? 

I Iya 

P Itu bisa kombinasi, yang satunya bisa kehutanan, sebetulnya bagi itu Pak 

I Ya itu tadi, mengindentifikasi kebutuhan masyarakat untuk apa, itu yang 
lebih penting.kalau masyarakat butuh bahan pokok, ya sudah, silahkan, dan 
kalau pendapat saya komposisi itu bisa luwes lah. Ya seperti itu tadi, kalau 
misalnya masyarakat perlu lahan untuk tanaman pokok, ya silahkan saja 
tanam padi yang lebih luas. Sepanjang arealnya cocok untuk digunakan. 

P Kabupaten Bulunganjuga pemerintahnya harus proaktifbegitu ya Pak? 

I Iya, betul, jadi diidentifikasilah, apa yang menjadi nilai-nilai unggul itu 
dikembangkan disana. Dimasukkan dalam kegiatan HTR tadi. Atau 
misalnya dari data statistik Bulungan itu harus bayak mendatangkan ternak 
ayam, ya HTR itu silahkan dikombinasi, jadi ada tanaman buah, ada 
tanaman kehutanan, ada ternaknya, Cuma ya pegamannannya bagaimana 
kalau lokasi HTR jauh dari rumah. Cuma menurut saya lebih baik ke 
tanaman buah. Cuma ya harus dijaga, jagan sampai nanti kalau kelebihan 
produksi harga jatuh. Kalau seperti itu harus mucul industri yang mengolah. 

P Iya kadang membimbing masyarakat di Kabupaten Bulungan ini, sulitnya, 
pemikirannya masih lebih banyak ke yang sifatnya instan beitu Pak. 

Nah ini, ya itu tadi, perlu memerbaiki mindset, pola pikir, kultur masyarakat. 
lbaratnya beini, tidak ada nenek moyang kita itu nanam durian. Durian itu 
tumbuh sendiri lalu nanti berbuah. Ya anggapan yang seperti itu yang harus 
dirubah. Kalau kita nanam dari biji ya nanti 20 tahun baru berbuah. Tapi 
kalau kita tanam yang sudah cangkok, dan sebagainya nanti kan yang lebih 
cepat. Dan pohonnya juga tidak tinggi-tinggi beitu, pohonnya pendek. Kalau 
jatuhan begitu kan nanti kualitasnya rendah. Jadi itu harus dikembangkan, 
dan bisa nanti menjadi agrowisata. Kayak di Jogja itu kan banyak kawasan 
itu misalnya kawasan salak Pondoh, kawasan buah naga, itu masyarakat 
harus bisa begitu. 

P Itu disana dari kawasan kehutanan ya Pak? 
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I Kalau di Jogja bukan, itu milik masyarakat. 

P Tapi maskudnya bisa dikembangkan seperi itu ya Pak? Yang 40%-60% tadi 
Pak? 

I lya, betul. Ya itu, teman-teman di Kabupaten harus bisa melihat, apa yang 
menjadi kebutuhan, harus bisa disinkronkan dengan yang dilaksanakan. 
Termasuk melaskanakan evauasi seperti tadi. Masyarakat yang diberi hal 
itu, kalau tidak dikelola, tidak diberdayakan, itu ya dialihkan kepada yang 
lain saja, yang serius. 

P Kalau sistem masyarakat disana itu Pak, dia kadang-kadang tidak melihat 
ini areal kawasan, ini di luar kawasan. Pokoknya kalau dia menggarap itu, 
maka menjadi miliknya. ltu yang kita agak sulit itu Pak. Jadi kalau mau 
mengalihkan izin itu agak sulit itu Pak. 

Iya betul, tapi sebetulnya begini, sepanjang itu tidak diperjual belikan ya 
tidak apalah, masih kita toleransi. Baru sedemikian itulah pemahaman 
masyarakat. 

P Kemaren ada wacana dari kabupaten Pak, jadi dari sekian hektar itu dibagi
bagilah. Kalau memang bisa, dibagi untuk seluruh masyarakat, jadi dibagi 
per kelompok. Tapi kendalanya ya itu tadi. Usulannya lambat. Sebenarnya 
lebih enak, karena dapat semua, tapi ya karena sudah ada yang mulai 
mengelola, ya mereka tidak mau kurang lebih. Arealnya yangjauh tadi. 

Ya, itu berkaitan dengan pengamanan tadi. 

P Baik Pak, terimakasih banyak atas bantuannya Pak 

I Ya, semoga kegiatannya lancar, dan cepat diselesaikan. 

P Amin 

Suatu saat kalau diperlukan lagi, silahkan. 

P Baik Pak, terimakasih 
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WA WAN CARA DEN GAN PENDAMPING HTR 

P Apakah pendapat anda tentang dilaksanakannya implementasi Keputusan 
Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Ten tang Pencadangan Areal 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 

I Menurut saya, tentang pencadangan HTR di Kabupaten Bulungan adalah 
baik. 

P Apakah anda setuju dengan adanya implementasi Keputusan Menteri 
Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan tersebut? Alasanya? 

I Iya, saya setuju. Karena, masyarakat akan lebih diperhatikan lagi, terutama 
masyarakat yang ikut tergabung dalam KTH-HTR. 

P Menurut Anda selaku masyarakat apa dampak positif dari implementasi 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang 
Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan 
tersebut? 

I Masyarakat bisa mengelola hutan secara legal karena sudah diterbitkan izin 
daari Kementrian Kehutanan. 

P Bagaimana tahapan implementasi Keputusan Menteri Kehutanan 
SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman 
Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 

Tahapannya adalah: mengajukan permohonan, rekomendasi dari kepala 
desa, mengurus surat keterangan dari kepala desa dengan diketahui camat, 
pengambilan titik koordinat atau penukuran luas areal atau lahan, verifikasi 
lahan oleh BP2HP, dan penerbitan izin oleh Menteri Kehutanan, melalui 
Bupati 

P Apakah anda mendapat kesulitan dalam implementasi Keputusan Menteri 
Kehutanan SK.398/Menhut-IV2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 

I Iya 

P Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan pemerintah daerah 
dalam menangani implementasi Keputusan Menteri Kehutanan 
SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman 
Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? Apakah sudah cukup memuaskan? 
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I Pelayanan yang diberikan baik dari BP2P maupun Kabupaten masih sana 
kurang atau belum memuaskan. 

P Apa saja kekurangan yang anda rasakan dalam implementasi Keputusan 
Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 

I Kurang serius dalam menangani prgram HTR ini, kurangnya sosialisasi 
tentang HTR, lambat dalam penanganan terutama dalam penerbitan izin dari 
Menteri Kehutanan, dan masyarakat yang sudah tergabung dalam program 
HTR ini kurang diperhatikan. 

P Apakah anda mendapatkan cukup informasi tentang implementasi 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang 
Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 

I Tidak 

P Apakah fasilitas yang diberikan dalam implementasi Keputusan Menteri 
Kehutanan SK.398/Menhut-IV2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan sudah cukup baik? 

I Tidak 

P Apa harapan anda selaku masyarakat dengan adanya implementasi 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-II/2010 Tentang 
Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan 
tersebut? 

Harapan saya selaku pendamping HTR, dengan adaya program ini 
diharapkan dapat lebih serius dalam menangani program ini sampai berhasil, 
sehingga masyarakat yang tergabung dalam program ini menjadi lebih baik 
dan dapat merubah pola pikir mereka. Jangan sampai program HTR ini 
sama dengan program-program sebelumnya yang pada akhimya tidak jelas 
dan masyarakat ditinggalkan begitu saja. 
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WAWANCARA DENGAN MASYARAKAT 

P Apakah pendapat anda tentang dilaksanakannya implementasi Keputusan 
Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-II/2010 Tentang Pencadangan Areal 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 

I Agar terwujudnya tanaman hutan rakyat sebaai usaha upaya rehabilitasi 
untuk meningkatkan produktivitas lahan dengan berbagai hasil tanaman 
hutan rakat berupa kayu-kayuan dan non kayu 

P Apakah anda setuju dengan adanya implementasi Keputusan Menteri 
Kehutanan SK.398/Menhut-II/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan tersebut? Alasanya? 

I Sangat setuju karena dapat meninkatkan partisipasi dan kualias hutan 
produksi dengan penerapan silvikultur dalam rangka menjaga kelestarian 
hutan. 

P Menurut Anda selaku masyarakat apa dampak positif dari implementasi 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang 
Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan 
tersebut? 

I Pemerintah memberikan pengakuan atau rekognisi dengan memberikan izin 
usaha pengelolaan hasil hutan kayu (IUPHHK-HTR) sehinga kegiatan 
masyarakat yang tadinya informal di sektor kehtanan dapat masuk ke sektor 
formal ekonomi kehutanan 

P Apakah anda mendapat kesulitan dalam implementasi Keputusan Menteri 
Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 

I Ya, tidak adanya modal awal untuk membangun program HTR 

P Menurut anda bagaimana pelayanan yang diberikan pemerintah daerah 
dalam menangani implementasi Keputusan Menteri Kehutanan 
SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan Tanaman 
Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? Apakah sudah cukup memuaskan? 

I Tidak maksimal, kurangnya pembinaan kepada kelompok tani HTR. 

P Apa saja kekurangan yang anda rasakan dalam implementasi Keputusan 
Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal 
Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 

42725.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



I Tidak adanya modal awal, lokasi yang dicadangkan kemiringannya sangat 
tinggi, tidak adanya pembinaan secara langsung dari pemerintah berupa 
pelatihan. 

P Apakah anda mendapatkan cukup informasi tentang implementasi 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang 
Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan? 

I Kurang 

P Apakah fasilitas yang diberikan dalam implementasi Keputusan Menteri 
Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang Pencadangan Areal Hutan 
Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan sudah cukup baik? 

I Perlu ditingkatkan lagi 

P Apa harapan anda selaku masyarakat dengan adanya implementasi 
Keputusan Menteri Kehutanan SK.398/Menhut-11/2010 Tentang 
Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) Kabupaten Bulungan 
terse but? 

I Agar program HTR ini tetap berjalan dengan baik dan saling berkoordinas 
antara kelompok dan pemerintah 
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Lampiran 4-Data Dokumentasi 

DAFT AR CALON PEMEGANG IUPHHK-HTR DI DESA LONG BELUAH 
KECAMATAN TANJUNG PALAS BARAT 

NO 

KABUPATEN BULUNGAN 
PROVINS! KALIMANTAN UTARA 

NAMA CALON PEMEGANG 
IUPHHK-HTR 

KETERANGAN 

t---1~-+-H-a_t_S_a_le-h~~-~~~~~~-~-~--~~~~~~~~~-t--~~~~~~~~~-

2 
3 

Linus Liu Aran 
Mllhammad Loner 

4 Lawai Kuleh 

5 Awai llung 
-------

6 Slti Sabarla 
7 B_ungan Lawal -~ 
8 Martlnus Haran 
9 Haran Laing-

10 Musa Gant 

11 HendrikusKendek 

12 AI~n PhiHl'us 
13 "!'ohane~_l:.lhiu 

14 Ricky. K 

15 Sevendy Gusmanto 

16 saciai-la Lihiu 
17 Awak Akhmad 

~-- --

18 ]uk Uban 

19 Apui Lian 
20 Abdul Majid 
21 SuH~g Lihiu 

22 Benidikl:.~ 
~3~ BaLli-ng Garau 
z4 _ ];ang wan 
2s T~;,rin M 
26 Achorame 

MENGETAHUI: 

Pemohon masyarakat tersebut 
dalam bentuk perorangan 
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Daftar nama-nama calon pemegang ijin IUPHHKIHTR 
Desa Mara satu Kec.Tanjung Palas Barat 

Kabupaten Bulungan 

No 
I Luk.as Dian 
2 Jonson Dian 
3 RiniJuman 
4 Lampang Ngau 
5 Agang Laing 
6 Aing Luiuk 
7 Juari Hasan 
8 Yahya Ilung 
9 Tiwi Ulang 
10 Sepsin lban 
II Kahang Ului 
12 Mari Juk 
13 lgit Jalung 
14 Ana Iling 
15 KuriaAlung 

Kepala Desa Mara satu 

Yarden Lubin. SH 

Na ma 

-

--

Mengetahui, 

------ .. 

Keteran2an 
Pengajuan Baru 
Pengajuan Baru 
Pengajuan Baru 
Pengajuan Barn 
Pengajuan Baru 
Pengajuan Baru 
Pengajuan Baru 
Pengaiuan Baru 
Pengajuan Baru .. 

Penga,juan Baru 
Pengajuan Baru 
Pengajuan Barn 
Pengajuan Barn 
Pengajuan Baro 
Pengajuan Baru 

G~tTg P. as Barat, 
,··.,"'t-' .. ---·- . ' 
',·-·, 
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DAFTAR NAMA-NAMA CALON PEMEGANO IUPPHHK I HTR 

DE&A MARA HILIR 

KECAMATAN TANJUNO PALAS llAKAT, KADUl'AT£N llULUNOAH 

NO NAMA KETERANGAN 

1 Abdul Sahak 
Pengajuan Baru 

2 Suryana Pengajuan Baru 

3 Su lung Pengajuan Baru 

4 Muksln Bagi"n Pengajuan Baru 

5 Salpudin Pengajuan Baru . 

6 lrwansyah Pengajuan Baru 

7 Muhammad Yunus Pengajuan Baru 

8 Kaslm Pengajuan Baru 

9 Wand I Pengajuan Baru 

10 Abdul Mahal Pen£ajuah Baru 
11 Salpudin Nur Pengajuan Baru 
12 lskandar Pengajuan Baru 
13 DuwiAtmojo Pengajuan Baru 
14 Pad II Pengajuan Baru 
15 Junaidi Pengajuan Baru 
16 Mukhsin Pengajuan Baru 
17 Hasanudln Pengajuan Baru 
18 Rudlansyah Pengajuan Baru 
19 Abdul Wahid Pengajuan Baru 
20 Budiman_Sardi - Pengajuan Baru 
21 Sukmawatl Pengajuan Baru 
22 Riduansyah Pengajuan Baru 

23 DaudS Pengajuan Baru 
24 Muha.mmad Gani Pengajuan Baru 
25 Budianto Pengajuan Baru 

26 Yusuf Pengajuan Baru 

27 Abdul Fatah Pengajuan Baru 

28 Bustani Pengajuan Baru 

29 Sugionio Pengajuan Baru 

30 M.Barung K Pengajuan Baru 

31 Mas'ud Pengajuan Baru 

32 Abdurahman Gani Pengajuan Baru 

33 Arifin Pengajuan Baru 

34 Hasan S Pengajuan Baru 

35 Semass Pengajuan Baru 

36 Ismail Pengajuan Baru 
37 La'all Pengajuan Baru 

38 Julkamain Pengajuan Baru 

39 Bah run Pengajuan Baru 

40 Abdul Kadlr Pengajuan Baru 

41 Adam Abdullah Pengajuan Baru 

42 Masrie Pengajuan Baru 

43 Abdul Raig Pengajuan Baru 

44 Syahran S Pengajuan Baru 
45 Jur.,ini Pengajuan Baru 
46 Ha run Pengajuan Baru 
47 Samsudin Pengajuan Baru 

--

Mengetahul 
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---------··-·-·--·--·--··-·--------------------------------------------

DAFTAR IUPHHK - HTR YANG DITERBITKAN BUPATI BULUNGAN TAHUN 2013 

•• -· --· ·----· "11!:7-·• --·----··--·· -· -- · --sKluf>HHK - HTR ., 
- - - ··---··--- ···-- ···--. -

Nama Pemegang ljln 
Masa Berlaku Lua a 

Keterangan Lokul No Nomor Tanaaal Mulal Berakhlr (Ha) 

Menteri Kehut R lik Ind 

1 Ubang Bakut 576/K-Xl/52212012 19 Nopember 2012 19 Nopember 2012 18 Nopember 2072 4 ha Desa Long Beluah 
2 Urbanus Umbai 577 /K-Xl/52212012 19 Nopember 2012 19 Nopember 2012 18 Nopember 2072 3.8 ha Desa Long Beluah 
3 Petrus Tinus 578/K-Xl/52212012 19 Nopember 2012 19 Nopember 2012 18 Nopember 2072 4 ha Desa Long Beluah 
4 Yusran Juk 579/K-Xl/52212012 19 Nopember 2012 19 Nopember 2012 18 Nopember 2072 2 ha Desa Long Beluah 
5 Jau Saleh 580/K-Xl/52212012 19 Nopember 2012 19 Nopember 2012 18 Nopember 2072 3 ha Desa Long Beluah 
6 Maryam 581/K-Xl/52212012 19 Nopember 2012 19 Nopember 2012 18 Nopember 2072 2 ha Desa Long Beluah 
7 Jing Hala 582/K-Xl/522/2012 19 Nopember 2012 19 Nopember 2012 18 Nopember 2072 3 ha Dess Long Beluah 
8 Romansyah Ibrahim 583/K-Xl/522/2012 19 Nopember 2012 19 Nopember 2012 18 Nopember 2072 3.5 ha Desa Long Beluah 
9 Kirina Laina 584/K-Xl/522/2012 19 NoPember 2012 19 Nooember 2012 18 Non1>mber 2072 4 ha Desa Lona Beluah 

Jumlah 

*) SK HTR diterbitkan o/eh Bupatl Bu/ungan alas namB Manieri l<ehutsnan Repub/il< Indonesia 

42725.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



r 

1:1m•••i.m••----...,---'lll\'lllll..-!ll .,_, ,;,., ... ,,~~ .. , .. , ... QSJJ!J I 2 SMliiW _WWW &&LSI I.] ..... , " 

11..~i:ill/Mennut·IULU I u 
DAFTAR IUPHHK. HTR YANG DITERBITKAN BUPATI BULUNGAN NOPEMEBR TAHUN 2013 

~--"blik Indonesia Nomor S 
"pencadangan berdasarkan Surat Kepu11Jsan Mente" """-·-· ·-·· - --, 

No Nama Pemegang ljln 
SK IUPHHK • HTR *I 

Nomor ranaaal 

1 Wesli Mukadam 692/K-Xl/52212013 13-Nop-13 

2 Siau Alui 693/K-Xl/52212013 13-Nop-13 

3 Titik Romiyanti 694/K-Xl/52212013 13-Nop-13 

4 Herman Apui 695/K-Xl/52212013 13-Nop-13 

5 Hendri Asan 696/K·Xl/522/2013 13-Nop-13 

6 Edyson Alo 697/K-Xl/52212013 13-Nop-13 

7 Aluy Kayang 698/K·Xl/522/2013 13-Nop-13 

8 Apui Ngau 699/K-Xl/52212013 13-Nop-13 

9 lngkon Aci 700/K-Xl/52212013 13-Nop-13 

10 Bilung Kila 701 /K-Xl/52212013 13-Nop-13 

11 Leneau Kueng 702/K-Xl/52212013 13-Nop-13 

12 Baya Talau 703/K-Xl/522/2013 13-Nop-13 

13 Ananto Amber 704/K-Xl/52212013 13-Nop-13 

14 Sagi Unya 705/K-Xl/52212013 13-Nop-13 

15 Daud Kasing 706/K-Xl/52212013 13-Nop-13 

16 Tingai lngkun 707/K-Xl/522/2013 13-Nop-13 

17 Musa Ugan 708/K-Xl/522/2013 13-Nop-13 

16 Dian Etsuko 709/K-Xl/52212013 13-Nop-13 

19 Baling Ngau 71O/K-Xl/52212013 13-Nop-13 

20 Lasarus Adie 711/K-Xl/52212013 13-Nop-13 

21 Samsaidi Ambor 712/K-Xl/522/2013 13-Nop-13 

22 Baun Aoui 713/K-Xl/52212013 13-Noo-13 

Lok . 

Jumlah 
) SK HTR diterllitkan ol9h Bupa/i Bulungan atas nsms Mentan kehutansn Republik tndon8siB 

Masa Berlaku LuH 

Mulal 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 
13-Nop-13 

~ 

Berakhlr (Hal 

13-Nop-73 1,57 Ha 

13-Nop-73 2,49 Ha 

13-Nop-73 2,71 Ha 

13-Nop-73 6,55 Ha 

13-Nop-73 1,53 Ha 

13-Nop-73 1,64 Ha 

13-Nop-73 1,58Ha 

13-Nop-73 2,80 Ha 

13-Nop-73 4,72 Ha 

13-Nop-73 7,91 Ha 

13-Nop-73 4,34 Ha 

13-Nop-73 2,06 Ha 

13-Nop-73 1,85 Ha 

13-Nop-73 2,90 Ha 

13-Nop-73 1,84 Ha 

13-Nop-73 3,58 Ha 

13-Nop-73 0,86 Ha 

13-Nop-73 3,63 Ha 

13-Nop-73 2,62 Ha 

13-Nop-73 2,33 Ha 

13-Nop-73 2,21 Ha 

13-Noo-73 1 75 Ha 

Oinas Kehutanan 

.pa~ 
~\l/ / --,J.'-

lnudln.M.Ae. 
'----""1~.H6012101987011002 

Keterangan Lokasl 

Desa Long Sam 
Desa Long Sam 

Desa Long Beluah 
Desa Mara Satu 
Desa Mara Satu 
Desa Mara Hilir 
Desa Mara Hilir 
Desa Mara Satu 
Desa Mara Satu 
Desa Mara Satu 
Desa Mara Satu 
Desa Long Sam 
Desa Long Sam 
Desa Long Sam 
Desa Long Sam 
Desa Mara Satu 
Desa Mara Satu 
Desa Mara Satu 
Desa Long Sam 
Desa Long Sam 
Desa Long Sam 
Desa Mara Satu 
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MENTEi{( Kf.111 TAN AN 
Hf.l'llBLfK INDO.'iESIA 

KEPUTUSAN MENTER! KEHUTANAN REPUBUK INDONESIA 

Nomor : SK.398/Menhut-II/2010 

TENT ANG 

PENCADANGAN AREAL UNTUK PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN RAKYAT 
SELUAS .:t 2.090 (DUA RIBU SEMBILAN PULUH) HEKTAR DI KABUPATEN 
BULUNGAN, PROVINSI KAUMANTAN TIMUR 

Menlmbang 

MENTERI KEHUTANAN REPUBUK INDONESIA, 

: a. bahwa berdasarkan surat Bupati Bulungan Nomor 
522.1/412/Dishut-JI/2009 tanggal 1 Desember 2009 
mengusulkan lokasi Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di 
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur seluas 
± 2.530,25 (dua ribu lima ratus tiga puluh dua puluh lima 
perseratus) hektar sebagai lokasi pembangunan Hutan 
Tanaman Rakyat; 

b. bahwa berdasarkan telaahan Direktorat Jenderal Planologi 
Kehutanan sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan 
Nomor S.333/VIl-WP3H/2010 tanggal 2 Juni 2010 areal 
tersebut huruf a berkurang menjadl seluas ± 2.090 (dua ribu 
sembllan puluh) hektar yang seluruhnya merupakan Hutan 
Produksi Tetap (HP) dan Hutan Produksl Terbatas (HPT); 

c. bahwa berdasarkan Pasal lA ayat (4) huruf b Peraturan 
Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-Il/2007 jo Nomor 
P.5/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Permohonan lzin Usaha 
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat 
dalam Hutan Tanaman, Direktur Jenderal Bina Produksi 
Kehutanan melakukan verifikasi rencana pembangunan HTR 
yang dlsampaikan oleh Bupatl/Walikota darl aspek teknls dan 
administratif dan menyiapkan konsep Keputusan Menteri 
Kehutanan tentang penetapan/ alokasi areal HTR dengan 
dilampiri peta pencadangan areal HTR dan mengusulkan 
kepada Menteri untuk ditetapkan; 

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu 
menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang 
Pencadangan Areal untuk Pembangunan Hutan Tanaman 
Rakyat seluas ± 2.090 (dua ribu sembilan puluh) hektar di 
Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur. 

Menglngat : ... 

42725.pdf
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Menglngat 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

. 12. 

- 2 -

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, 
sebagalmana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2004; 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara; 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan 
Daerah, sebagalmana telah beberapa kali diubah, terakhlr 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana 
Reboisasi, sebagalmana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007; 
Peraturan Pemerlntah Nomor 44 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Kehutanan; 
Peraturan Pemerlntah Nomor 45 Tahun 2004 tentang 
Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009; 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata 
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta 
Pemanfaatan Hutan, sebagalmana telah dlubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008; 
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit 
Organlsasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik 
Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhlr 
dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008· 
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasl Kementerian Negara; 
Peraturan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu l!· 
Keputusan Menteri Kehutanan Nomo; 427/Kpts-Il/2003 
t~ntang Kr.iteria, lndikator dan Petunjuk Teknls Penilaian 
S1stem Sllv1kultur Tebang Habis dengan Permudaan Buatan 
(THPB) pada Hutan Tanaman; 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.f3/Menhut-ll/2005 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan 
sebaga1mana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.64/Menhut-II/2008· 

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.23/Menhut-II/l007 
tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil 
Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan 
~a~aman, sebagalmana diubah dengan Peraturan Menteri 

e utanan Nomor P.5/Menhut-II/200B. 

MEMUTUSKAN : ... 
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Menetapkan 

PERT AMA 

KEDUA 

KETlGA 

KEEMPAT 

KEUMA 

KEE NAM 

KETUJUH 

- 3 -

MEMUTUSKAN 

Mencadangkan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) dan Hutan 
Produksl Terbatas (HPT) seluas ± 2.090 (dua ribu sembilan puluh) 
hektar di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur untuk 
areal pembangunan Hutan Tanaman Rakyat. 

Kepada Bupati Bulungan untuk melakukan sosialisasi ke desa-desa 
terkait dengan alokasi areal pencadangan Hutan Tanaman Rakyat 
dimaksud amar PERTAMA. 

Lokasi kawasan hutan sebagaimana dimaksud amar PERTAMA 
adalah sebagaimana tergambar pada peta lampiran Keputusan ini. 

Areal pencadangan sebagaimana dimaksud pada amar PERTAMA 
merupakan areal Hutan Produksi yang dapat dimohon untuk Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat 
dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR). 

Pencadangan lokasl HTR ini bersifat arahan, sehingga untuk 
mendapatkan data yang akurat, faktual, dan untuk menghlndarl 
konfllk diperlukan adanya orientasi lapangan sebagal dasar 
pemberian IUPHHK-HTR. 

Dalam hal pemberlan IUPHHK-HTR kepada pemohon Hutan 
Tanaman Rakyat, hutan yang ada tegakan/kayu tldak boleh 
ditebang atau diterbitkan lzin Pemanfaatan Kayu (!PK). 

Keputusan lnl mulal berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka 
waktu 5 (lima) tahun, kecuali apabila sebelumnya dicabut oleh 
Menteri Kehutanan. 

Ditetapkan di 
Pada tanggal 

: Jakarta 
: 6 Juli 2010 

MENTERIKEHUTANAN 
REPUBUK INDONESIA, 

TTD 

ZULKIFU HASAN 
Sallnan Keputusan lnl disampalkan kepada Yth : 

1. Menter! Dalam Negeri; 
2. Menter! Pertanian; 
3. Menter! Energl dan Sumberdaya Mineral; 
4. Menteri Negara Llngkungan Hidup; 

5. Menteri ... 
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Lampiran 5-Foto Pelaksanaan Penelitian 

DOKUMENTASI W AW ANCARA DALAM RANG KA PENGAMBILAN DATA PRIMER 
lJNTIJK RAH AN PRNYlJSlJNAN TlJGAS AKHTR PROGRAM MAGTSTRR 

Wawancara Dengan Pejabat BP2HP Wawancara Dengan Pejabat Dinas 

Wawancara Dengan Pejabat Dinas Wawancara Dengan Pemilik IUPHHK-HTR 
Voh11+-:tn-:tin 

Wawancara Dengan Pemilik IUPHHK-HTR Wawancara Dengan Pendamping HTR 
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